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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimala telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2O22 lenlatg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'fambah:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali teral<hir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keualgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s71;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O41);
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1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O13 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentalg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2O16
tentang Pengelolaan dan Kodelikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
2083);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunal dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Ta}rrun 2O2l
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubemur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua

Tengah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam ralgka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dij adikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencana.rn, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yang ditetapkaa dengan undang-undang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dao DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasilikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas
hasilnya.

1O. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praklik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penJrusun.rn
dan penyajian laporan keuangan.

1 l. Standar ..... / 5
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11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
men)rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

12. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporal finansial
berbasis akrua-l, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapka-n dalam APBD.

13. Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judu1, nomor dan
tanggal efektif.

14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam meny'usun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuaagan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

15. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak arralisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah.

16. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelapor€rn yang
bersangkutaa.

17, Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

18. Pengungkapan adala.l. iaporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

19. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan zrnggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

20. l,aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

2I. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam
pendapatan-LO, bebal dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

23.Laporan ....16
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23. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
peiaPoran.

24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yarrg menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/ defisit-Lo, koreksi dan ekuitas akhir.

25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daJtar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

26. Satuan Kerl'a Peraagkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/Pengguna barang.

27. Satuan Kerl'a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD ada-lah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakal
Pengelolaan Keuangan Daerah.

28. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa Program.

29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaarl anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

30. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagran kewenaagan PA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

32. Pej abat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakaa pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna baralg yang wqjib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

35. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa laporan
keuangan.

36. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayat kembali oleh
pemerintah daerah.

37. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

38. Belanja ....... / 7
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38. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

39. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menumnkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

40. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggar€rn berikutnya.

41. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena a-lasan sejarah dan
budaya.

42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 1alu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah daerah.

43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih anta-ra aset dan kewajiban pemerintah
daerah.

44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oieh kepala daerah
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

45. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki unruk dipakai atau d{ual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

46. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat
jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

47. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

48. Kas ada-lah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintahan.

49. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yarrg siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

50. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau
malfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuart
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

51. Investasi ...... /8
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51. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dipe{ualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual
investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko
rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

52. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pe{ anjian / atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.

53. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yartg kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain.

54. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern
manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang
berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengaa
net realizable value-nya.

55. Penghapustag'han piutang adalah penghapusan piutang
berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang
menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi
pemerintah secara hukum darr ekonomik.

56. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas
untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban
sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

57. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yarrg
dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan daJam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

58. Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat ka-rena
adanya hubungan Limbal balik antara entitas akuntansi Satuan
Ke{a Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi
saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD

59. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

60. Investasi pern€rnen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

61. Investasi nonpeEnanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen.

62. Aset tetap adalah aset berwujud yErng mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

63. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi
sampai dengan aset tersebut da-lam kondisi dan tempat yang
siap untuk dipergunakan.

64. Nilai tercatat (carrying zrmount) aset adalah nilai buku aset,
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi
akumulasi penlrusutan.

65. Penyusutan ada.lah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.

66. Nilai sisa ...... /9



-9-

66. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.

67. Konstruksi dalam penge{aan adalah aset-aset yarrg sedang
dalam proses pembanguna-n.

68. Klasifrkasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat
atau fungsinya dalam alrtivitas operasi entitas yalg terbagi
dalam klasifrkasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan
Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan
Kontruksi Dalam Pengerjaan.

69. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

70. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kaator, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

71. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dart dalam kondisi siap dipakai.

72. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

73. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

74. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

75. Aset tidak berwrrjud adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelelrtual.

76. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

77. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang
diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

78. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewqiiban pemerintah
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan

79. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang
PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain
yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes,
Taspen, dan Taperum.

8O. Utang Papua ..... / 1O
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8O. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus
dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena
pemerintah mempunyai utang jangka pendek yalg antara lain
berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang
yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang
jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang
lainnya.

81. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakaa bagian utang
jargka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar
negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan a1<an dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

a2. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul
karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

83. Ekuitas adalah kekayaan bersih pernerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal iaporan.

a4. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah daerah.

85. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung selumh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

86. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasa-l
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenalkal.

87. Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

88. Surplus/defrsit-LRA adalah selisih lebih / kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selarna satu periode pelaporan.

89. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
arnggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

90. Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana
Perimbalgan ada-1ah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksalaal Desentralisasi.

91. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun angga-rarl
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.

92. Perrtbiay aan ...../ll
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92. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkal untuk menutup
deiisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

93. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan
pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi
perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman
yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi
pernanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

94. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun
anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

95. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yarrg
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

96. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

97. Koreksi ada-lah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya.

98. Kesa-1ahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

99. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahal
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,
atau perkembangan lain

100. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi
atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu
fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan
operasi dapat dihentikan tanpa mengg.rnggu fungsi, program
atau kegiatan yang lain.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
terdiri atas:
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(3) Kebijakan ....... I t2
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(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan memuat
penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun mengatur defrnisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa
sesuai dengan SAP atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas Kebiiakan Akuntansi

dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi

dalam SAP.
(5) Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah secara terinci

tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang
tidak terpisahkal dalam Peratural ini.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Dalam rangka pertanggungjawaban
Laporal Keuangan disusun oleh:
a. Entitas Akuntansi; dan
b. Entitas Pelaporan.

pelaksanaan APBD,

Pasal 4

(1) Datam ralgka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Akutansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Huruf a untuk unit pemerintahal wajib menyusun laporan
keuangan tahunan paling rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. Lo;
C. LPE;
d. Neraca;dan
e. CaLK.

(2) Dalam rangka pertanggungkawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b wajib menyusun dan menyajikan laporan
keuangan tahunan paling rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. Lo;
e. LAK;
f. LPE;dan
g. CaLK.

(3) Dalam ......1t3



(3) Dalam rangka pertanggungiawaban pengelolaan
perbendaharaan daerah PPKD selaku BUD wajib
menJrusun dan menyajikan laporan keuangan paling
rendah terdiri atas :

a. LRA;
b. Lo;
c, Neraca;
d. LAK;
e. LPSAL;
f. LPE;dan
g. CaLK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 Agustus 2023

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan diNabire
pada tanggal 18 Agustus 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KE BIRO HUKUM,

ASE YOTE H.,M.Si
NIP. 19650902 19 610 1001
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 18AGUSTUS2O23

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk

mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tengah untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan

antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki

komponen utama yang terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual;

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan

3. Kebijakan Akuntansi Akun.

B. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan

a. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan implementasi akuntansi

berbasis al<rud pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Selanjutnya, apabila terdapat hal yang belum diatur, maka PSAP

akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi atas transaksi yang

te{adi.

b. Kerangka Konseptual memuat prinsip akuntansi dasar dalam

pen5rusunan dal penyajian laporan keuangal serta berfungsi

sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum

dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun

dalam Kebijakan Akuntalsi terkait laporan keuangan.

c. Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan setiap

entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Papua

Tengah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak

termasuk penrsahaan daerah.

d. Ruang lingkup Kerangka konseptual ini terdiri atas:

1) Tujuan dan fungsi kerangka konseptual;

2) Asumsi dasar;
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3) Pengguna;

4) Kebutuhan informasi pengguna;

5) Entitas akuntansi dan pelaporan;

6) Peranan Laporan Keuangan;

7) Tujuan laporal keuangan;

8) Komponen laporan keuangan;

9) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;

10) Prinsip akuntalsi dan pelaporan keuangan; dan

11) Kendala informasi akuntansi.

2. T[juan dan Fungsi Kerangka Konseptual

a. Tujuan Kerangka Konseptual:

l)Acuan bagr penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi

masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan

aluntansi;

2) Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai

apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan

a-kuntansi; dan

3)Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan

informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun

sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b. Fungsi Kerangka Konseptual

Acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum

dinyatakan dalam kebijakan akuntansi.

c. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam
jangka parrjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan
sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntalsi di masa depan.

3. Asumsi dasar

Asumsi dasar merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijalan akuntansi dapat

diterapkan, yang terdiri atas:

a. Kemandirian entitas

1) Unit Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai entitas

pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang

mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan
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keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan da-lam pelaporal keuangan.

2) Indikator pemenuhan antara lain adanya kewenangan entitas

untuk menyusun €rnggaran dan melaksanakannya dengan

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas

pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk

kepentingan lrrrisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,

utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas,

serta terlaksana tidaknya program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang telah ditetapkan.

3) Entitas di Pemerintah Provinsi Papua Tengah terdiri atas entitas

akuntansi dan pelaporan.

b. Kesinambungan Entitas

LKPD disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Papua

Tengah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk

melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

LKPD harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat

dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan

dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4. Pengguna

Pengguna Laporan Keuangan antara lain:
a. Masyarakat;
b. Legislatif;
c. l,e mbaga pemeriksa/pengawas;
d. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,

dan pinjaman; dan
e. Pemerintah.

5. Kebutuhan Informasi Pengguna

LKPD sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka
komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis
laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan (statutory reportsl. Laporan keuangan
wajib memperhatikan informasi yang disajikan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,
dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk
kebutuhan Pemerintah di luar jenis informasi yang diatur dalam
kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang
dinyatakan lebih lanjut.
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6. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

a. Entitas Akuntansi

Unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
laporan keuangan atas dasar aluntansi yang diselenggarakannya
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

b. Entitas Pelaporan

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yarrg menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertalggungjawaban
berupa LKPD Provinsi Papua Tengah.

7. Peranan Laporan Keuangan

a. Laporan keuangan disusun untuk:
1) menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporal selama satu periode pelaporan.

2) mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan
untuk melaksanakal kegiatan operasiona-l pemerintahan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Entitas pelaporan wajib melaporkan upaya yang telah dilakukan
dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
1) Akuntabilitas
2) Manajemen
3) Transparansi
4) Keseimbangan antar generasi
5) Evaluasi Kinerja

8. Tujuan Laporan Keuangan

1) Tujuan umum
Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, saldo alggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi
para pengguna da-Iam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.

2) Tujuan spesifik
Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusart
dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya keuangan;
b) menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahal posisi

sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
daerah;

c) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
angg€rrannya;
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e) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil
yang telah dicapai;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

g) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya;

h) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

i) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikal atau penurunan,

j) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

9. Komponen Laporan Keuangan

a. Entitas Akuntansi
1) Neraca;
2l Laporan Realisasi Anggaran;
3) LaporanOperasional;
4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Entitas Pelaporan
1) Neraca;
2) Laporan Realisasi Anggaran;
3) LaporanOperasional;
4l Laporan Perubahan Ekuitas;
5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6) Laporan Arus Kas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan.
Se1ain itu, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan
dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan
ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reportsl.

lain
oleh

1 0. Karakteristik Kualitatif Lapor€rn Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga

dapat memenuhi tujuannya serta merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan:

1) dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan

dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu,

masa kini, atau masa depan; dan

2) menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan

di masa lalu.
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Karakteristik informasi yang relevan:

1) Memiliki manfaat umpzrn baJik (feedback ualuel

Informasi memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan

atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.

2) Memiliki manfaat predilrtif Qtredictiue uoluel

Informasi membantu pengguna laporan untuk memprediksi

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan

kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dal berguna untuk pembuatan keputusan

pengguna laporan keuangan.

4) Lengkap

Penyajian laporan keuangan memuat informasi selengkap

mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan:

1) bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan

material.

2) menyajikan setiap kenyataan secara jujur dan dapat diverifikasi.

Karakteristik informasi yang andal:

1) Penyaj iannya jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifi kasi (uerifiabilitgl)

Informasi dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari

sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap

menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

3) Netralitas

Informasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan

tidak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak menguntungkan

pihak tertentu dan/atau merugikan pihak lain.
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c. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan

pemerintah daerah lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara:

1) internal

dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan

akuntansi yang s€rma dari tahun ke tahun.

2) eksternal

dilakukan apabila pemerintah daerah yang diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Dalam hal akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik

daripada yarrg sekarang diterapkan, perubahan kebijakan

akuntansi harus diungkapkan pada periode te{adinya perubahan

tersebut.

d. Dapat dipahami.

Informasi dalam laporan keuangan:

1) dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan; dan

2) dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna laporan.

11. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai ketentuan yang

harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna

laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan:

a. Basis akuntansi

Basis akuntalsi yang digunakan adalah basis akrual, dalam hal

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA

disusun menggunakan basis kas.

Basis akrual:

1) Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.
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2) Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima.

3) beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan

penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas

belum dikeluarkan.

Basis kas:

1) pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat

kas diterima.

2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan.

b. Prinsip nilai historis

1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai

wajar dari imbalan (considerationl untuk memperoleh aset

tersebut pada saat perolehan.

2) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan

datang dalam pelalsanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan karena nilai
perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak

terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau

kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Pendapatan-LRA yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui

anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode

tersebut. Pendapatan-LRA atau belanja diakui setelah diotorisasi

melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang

selanjutnya dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi dan

realitas ekonomi, tidak hanya mengikuti aspek formalitasnya.

Dalam hal substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut

harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
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e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi

periode-periode pelaporan baik tahunan, bulanan, triwulanan, dan

semesteran. Hal tersebut agar kinerja dapat diukur dan posisi

sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Penggunaan prinsip konsistensi internal dimana kejadian yang

serupa dari periode ke periode menggunakan perlakuan akuntansi

yang sama oleh suatu entitas pelaporan. Namun metode akuntansi

dapat diubah dengan ketentuan bahwa metode baru mampu

memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Selanjutnya, pengaruh atas perubahan penerapan metode

diungkapkan da-lam Catatan atas Laporan Keualgan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang

dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on th.e

facel laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan disajikan secara wajar dengan faktor

pertimbangal sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

pen5rusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat

melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban

tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya:

1) pembentukan cadangar tersembunyi

2) sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau

rendah

3) sengaja mencatat kewajibal atau belalja yang terlampau tinggi,

yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak netral dan

tidak andal.
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12. Kendala Informasi Akuntansi

Keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal

dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan

pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan

(limitationsl atau karena alasan-alasan kepratrrtisan.

a. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian atau kesalahan

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan

pengguna laporan keuangan.

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Laporaa keuangan menyajikan informasi yang manfaatnya lebih
besar dibandingkan dengan braya pen5rusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses
pertimbalgan yang substansial serta biaya tersebut tidak harus
dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati malfaat.

Keseimbangan antar karakteristik kua,litatif

Daiam mencapai keseimbangan antara berbagai tujuan normatif
yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan diperlukan
keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

c

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

a. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar
periode, maupun antar entitas. Dalam mencapai tujuan tersebut,
kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam
rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan
keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan
akuntansi yang khusus.

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adal.ah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

c. Basis akuntansi yang digunakan yakni basis akrual. Dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas;

d. Kebijakan Akuntansi ini berlaku bagi entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

2. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada

pada pimpinan entitas.



-11-

3. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

a. laporan pelaksa-naan anggaran (budgetary reportsl;

1) Laporan Realisasi Anggaran

a) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola dan menggambarkan
perbaldingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

b) Unsur:
(1) Pendapatan-LRA
(2) Belanja
(3) Pembiayaan

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang
memengaruhi pelaksanaan anggaran antara lain:
(1) kebijakan fiskal dan moneter
(2) sebab-sebab tedadinya perbedaan yang material antara

anggaran dan realisasinya,
(3) daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.
d) Contoh format:

(1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEUERIIITAII PROVTIISI PAPUA TENGAII
srPD...

IIIPTORAIV REALISASI AITGGARAI{ PEITDAPATAIT DAIT BELAITJA DAERAH
I'I{TI.,K TAIITIIT YAITG BERAIII R SAUPAI DEI{GAIT 31 DESEMBER 2OX1 DAIY 2OXO

(Da-lam Rupiah)

PENDAPATAI{ DAERAH
PEITDAPATAIT ASLI DAERAH (PADI

Pajak Daerah
Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah PAD
JUULAH PEIVDAPATAIT DA.ERAH

BELANJA DAERAH
BELITI{JA OPERASI

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Junlah BelanJa Openal

)oo(

x)o<

)ooa

)oo(

xxx
xxx

)o(x
x)o(

x)o(

xxx
xx
xg

xx
xx

xx

xx
)o(
B

xxx
xxx

xxx

xxx
I'E(
IO'K

BEII\ITJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

)oo<

)oo(

)oo(

)oa<

)oo(

xxx

)oo(

x)o(
)o<x

)o<x

)o(x
E

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
ma

xx
xx
xx
xx
xx
g

xx
xx
xx
xx
xx
xx

Anggaraa
(2Ox1lUraian Realisasi

(2OX1l
o/o Realisasl

{2oxol

)oo(

x)ot
)oo(
)oa(

xxx
)oo<

)oa(

)oa(

,oor
)oo(
xxx
x)ot

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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Jumlah BelaaJa Uodal
JI'}ILAII BEIIINJA DAERAH

nx
xxx

nx
mx

torx
nx

SURPLUS/DEFISIT m MI :ma

alam Ru

xx
xx

xr

(2) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERIIYTAH PROVINSI PAPSA TEIIIGAII
II\PORAN REALISASTI AITGGARAI{ PEI{DA.PATAII DAIT BELANJA DAIRAII

UIYTUK TAIIUI YAITG BERAI{HIR SAIIIPAI DEI{CAIT 31 DESEMBER 2OX1 DAI{ 2OXO

PEI\TDAPATAN DAERAH
PENDAPATAI{ ASLI DAERAII (PA.DI

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah PAI)

)oo(

>oo(

)oo(

)oo(

xxx

)oo<

)oo(

)oo(

)oo(

xs

)oc<

)oo(

)o<x

)oo(

xn

)aoa

)oo(

)oo(

)oo(

EX

xxx

xxx

)o(x

xxx

xEx

yang

)o(

)o<

)o(

)o<

n

PEITDAPATAIY TRAITSFER
PEI{DAPATAIY TRAIAFER PEMERII(TAII
PUSAT
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
(DAU)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik
Jumlah Perdapatan Trarsfer Pcncrlntah
Pusat-Dana Perimbangan

PENDAPATAIT TRAISFER
PUAAT-LIUIYIIYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Tambahan Infrastruktur
Insentif Fiskal

PEMERINTAII

.Iumlah Pendapatatr Traaafer Pemerintah
Pusat-Lain['ya

PEITDAPATAIT TRAITSFER AITTAR DAERAII

Bantuan Keuangan

.runlah Peldapatan Traasfer Antar Daerah

Junlah Peadapata! Traasfer

LAIIY-LAIIV PPI{DAPATAIT DAERAH YAITG SAII
Pendapatan Hibah
Dana Damrat
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undartg

Jumlah Lain-lain Peldapataa Daerah
yang Sah

)oo(

)oo<

)oo(

xx

)o(

)o(

)o(

xx

ffi E

)oo(

xxx

xxx

)oo(

].E

xxx

)oo(

x,

xffi

xxx
)oo(

)oo<

)oo<

)aot

)ooa

x)o(
)oai

xxx

)o<

)o<

)o(

E

)o<

E

E

xx
)oa

xx

)oa

ma

Uraian ABggaran
(2oxu

Realleagl
l2oxrl

o/o Reallsasl
(2oxol

)oa< )o<x xxx

xxx

)oa<

)oo(

)oo(

EX

)oo(

)oo(

)oo<

)oo(

)oo<

)oo(
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JT'MLAH PENDAPATAIT DAERAH

BELAITJA DAERAII
BELAIYT'A OPERASI

Belanja Pegawai
Belanja Baralg dan Jasa
Belalja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

.Iumlah g6trrja Operaal

BELAI|JA IIODAL
Belania Moda-l Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belaaja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi

Belanja Moda-l Aset Tetap La.innya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah BelanJa odal

BELAITJA TIDAI( TERDUGA
Belanja Tidak Terduga

Jumlah BelaaJa Tat Terduga

BEII\IVJA TRAITSFER
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/ Kota darr Desa

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
ke Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
atau Kabupaten/ Kota kepada Desa

Belanja Transfer Dana Otonord Khusus
Provinsi kepada Kabupaten / Kota

Jumlah BelanJa Transfer

JIIMLAH BELANJA DAERAH

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN DAERAH
PEIYERIMAAIT PEUBIAYAAIY

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah
Lain

EX

)ooa

)oo(

)oo(

)oo<

)oat
)oot
xxx

)oo(

)oo(

)oa<

)oa(

xxx
rEx

,o(x
XB

)o(x

lao(

xxx

)OO(

xxx

ffi

Eq

xg

ffi

,oo<

)oo{

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

xDt

)oa(

)o(x
xxx

)ao(

xxx
XE

xxx
E

x)o(

xxx

)o<x

x)o(

xxx

MI

m

EE

)oo(

)oo(

)qo(

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

)oo(

xxx

x)o(

)oo(

)ooa

)o(x

x)o(

)o(x

)oa

)a<

)c<

)o(

)o(

xx
)o(

rx

xx
xx
)o(

)o(

)oa

,o(

xx

)o(

IX

)o(

)o(

)o(

)o(

)o<

B

xx

B

)o(

,o(

,o(

xx

xx

gx

)o(x

)o(x
)o<x

)o{x
xxx
x)o(
XE

x)oa

x)ot
x)o(

xxx

xxx
xxx
rua

xxx
rooa

xxx

xxx

xxx

xxx

too(

m

EK

)ao(

x)o(

l

I

l

l

I

I
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Pinjaman Daerah dari lembaga Keuangan
Bank (LKB)

Pinjaman Daerah dai l*mbaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman Daerah dari Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Penerlmaaa Penblayaan

PEITGELUARAI( PEUBIAYAAIY
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Daerah
Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah
Daerah Lain

Pembayaran Pinjaman dari kmbega
Keuangaa Bank (LKB)

Pembayaran Pinjaman dari kmbaga
Keuangan Bukar Balk (LKBB)

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Masyarakat
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Jualah Pengeluaran Pembtayaan

PEMBIAYAAII IYETO

Sisa Lebth Pemblayaao Aaggaraa

)oo(

xxx

xxx

)o(x

xxx

EX

)oo(

)oot

xxra

)oo(

x)ot

xxx

)oo<

)o(x

)oo(

)o(x

)a<

xx

xx

xx

xx

xx

)ot

)o(

xx

xx

xx

)o(

xx

)0(

)oa

xx

xx
xx

xxx

xx

)oo(

)ooa

)oo(

)oo(

xxx

)oo(

xxx

)oo(

)o0(

xxx

)ao(

)oo{

)o(x

)oo(

)o{x

)oo(

)oo(

)ao(

)ao(

EX

)oo(

)oa(

)o(x

)o(x

xxx

)o(x

xxx

)oo(

)ao(

xn

xxx
xxx

xxx
gx

,ool
toor

2l Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih

a) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo

Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

b) Unsur:

(1) Saldo Anggaran Lebih awal;

(2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Be{alan;

(3) Sisa kbih/Kurang Pembiayaan Anggaran;

(4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

(5) Lain-lain;

(6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

d) Contoh format:
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PEMERII{TAH PROVI SI PAPUA TEIIIGAII
IIIFORAI{ PERI'BAIIAIY SALDO A GGARAIC LEBIH

PER 31 DESE}IBER 2OX1 DAN 2OXO

(Dalam Rupiah)

b. Laporan frnansial

1) Neraca

a) menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban,

dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b) Unsur:

(r) Aset

(2) Kewajibarr

(3) Ekuitas

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

d) Contoh format:

(1) Neraca SKPD

PEMERIIITAH PROVINSI PAPUA TENG/IH
SKPD...
IYERACA

PER 31 DESTMBER 2OX1 DAIT 2OXO

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Lainlain PAD yang Sah
Piutang Lainnya
Penlsihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Uraian 2o.xr 2oxo

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan 54I, 5sbagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

Sub Total

Sisa Lebih/Kuralg Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/ SiKPA)

Sub Total

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-Lain

Saldo Ang{aran Lebih Aldir

xxx

xxx

XH

,o<x

xn

)oo(

)oo(

xxx

x)o<

xxx

EX

x)o(

rma

xxx
xxx
,ma

Uraian 2oxl 2oxo

too(
)oo(
)o{}(
)oo(
toc(
)ooa

)oo<
(:oo<)

,o<x

)oo(

,ao(
)oo(
)oo(
)oo(
)oo<

>oo<

)oo(
(:oc<)

)oo<

)oo<
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Jumlah Aset Lancar

AEET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Penge4'aan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINITYA
Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gaati Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lainlain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak
Berwmjud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lalanya

JTJMLAH ASET

KEWAJIBAIT
I{IWA.'IBAN JA.trGI(A PTITDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajlban Jangka
Peadek

JIIMLAH KEWAJIBAN

EKIIITAS
EKUITAS
Surplus/ Delisit-LO
Ekuitas uotuk Dikonsolidasikan

JUML/UI EKIIITAS

JUMII\H KEWAJIBAN DAN
EKIIITAS
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AAEf,
ASET LIIJTCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
I(as di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi Daerah
Piutang Hasil Pengelol,aan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Piutang LainJain PAD yang SaJl
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jutdah Aset Larcar

IIIVESTASI JAXGKA PAITJAITG

Investasi Jangka Paljang Non Permanen
Investasi kepada Badan Usaha Milik
Negara
Investasi kepada Badan Usaha Milik
Daerah
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Provek
Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah lavestasl Jangtr Panjang
No,l Pertna!,e!

Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal
Investasi-Pemberian Pinj aman
Daerah
Jumlah Investasl Jergka Paqlaag
Pertlrae!

Jurilah laveatasl Jaagka
Panjaag

AEET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

-17 -

(2) Neraca Pemerintah Daerah

PEUERIITTAII PROVITSI PAPUA TETGAII
ITERACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAIV 2OXO
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Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Aset Tetap l,ainnya
Konstruksi Da.lam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Ju,ntah Asct ?etap

DANA CN)AIYGAN
Dana Cadangan

.Iu,''l,ah Dana cadangan

AAEf, L/UTITYA
Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidal< Bernrrjud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berurrjud
Akumulasi Penlrusutan Aset Lainnya

Ju'''hh Aset Lalnnya

JT'MLAH ASET

KEWA^'IBAIf
rEWA.'IBAIT JAITGKA PETDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kerqllban Jangla
Pendek

KESAJIBAN .'AITGKA PAITJAITG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
(LKB)
Utang kepada l,embaga Keualgan Bukan
Bank (LKBB)
Utang kepada Masyarakat

Jualah Kevqilban Jangka
peqiang

JUMLAH KEWAJIBAI{
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2) Laporan Operasional

a) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan.

b) Unsur;

(1) Pendapatan- LO

(2) Beban

(3) Surplus/Dehsit dari Kegiatan Non Operasional

(4) Pos Luar Biasa

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal

yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu

tahun a-ntara lain:

(1) kebijakan fiskal dan moneter

(2) daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka

yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

d) Contoh format:

(1) Laporan Operasional SKPD

(Dalam Rupiah)

KEGIATAN OPERASIONAL
PEITDAPATAI{ DAERAII

PENDAPATAI{ ASLI DAIRAH (PAD)
Pajak Daerah-LO
Retribusi Daerah-LO
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-LO
l,a.in-lain PAD yang Sah-LO

JuElah PAI)

JUMLAH PEIIDAPATAN xn K

PEUERIITTAH PROVITSI PAPUA TEITGAII
SLPD...

I.A.FORAIY OPERASIOIYAL

T'ITTT'IT TAHI'X YATIIG BERAI'IIIR SA PAI DEITGAIT 31 DESEIUBER 2OX1 DAN 2OXO

xx
xx

xx

xx
ET

n

BEBATT

BEBAIT OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan dan Amortisasi

\rumlah Beban opera3l

)oo(

)oo{

)o<x

)o<x

xxx

loo(
,oo(

)oo(

xxx
nx

,oo(
)oo<

)oat

)o(x
xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
)o(
g

URAIAI{ 2o.xl 2oxo Kenaikan/
Penurunal

o/o

)aa<

)oa<

)oo(
)oo<

)oo<

)o<x

)oo(

K

)oo(
xxx
)oo(

xxx
xxx
)o(x
xxx
m

x)a<

)oa<

)o(x
x)o(
x)a(
xxx
)oo<

m

]oq



-20-

JUMLAH BEBAN EG ffi EO(

SURPLUS/ DEFISIT-LO ffi Efl Eq

(2) Laporan Operasional Pemerintah Daerah
PEMERIITTAH PROVIITSI PAPUA TEIYGAII

LITPORAN OPERASIOITAL
UNTUX TAHI'N YANG BERAXHIR SA.UPAI DEIIGAtr 31 DESEUBER 2OX1 DAN 2OXO

(Dalam Rupiah)

KEGIATA}I OPERASIO AL
PEIYDAPATAIT DA.ERAII

PEICDAPATAN ASLI DAERAII (PADI
Pajak Daerai-LO
Retribusi Daerah-[,O

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-LO
Lainlain PAD yang Sah-LO

Junlah PAI)

IB

E
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xxx

xxx

xxx
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m

xxx
gx

PEICDA.PATAT TR.ANAFER
PE1IIDAPATAN TRANSFER
PEUERIIITAH PUSAT.DAIIA
PERIUBAITGAN
Dana Transfer Umum-Dana Bagi
Hasil (DBH)-LO
Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum (DAU)-LO
Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-
LO
Jumlah Petldapatan Traarfer
Pemerintah Pusat-Dala
Perimbaagan

PET{DAPATAN TRAITSFER
PEMERITTAH PUSAT-LAIITINYA

Dana Otonomi Khusus-LO
Dana Tambahan Infrastruktur-LO
Insentif Fiskal-LO
Jumlah Peldapatan Trarafer
PeEerintah Pusat-Lai[nya

PENDAPATAN TRAITSFER
AITTAR DAERAII
Bantuan Keuangan-LO
Jumlah Pendapataa Transfer
Artar DaGrah

Pendrpatar

x)c(
)oo(

xxx

xxx
xxx
x)o(

xxx
xxx
xxx

xx

xx

xx

xx

rx

xxx

m
)co(

xxx

LIUIT.LNN PEIYDAPATAN
YANG SAH

Pendapatan Hibah-LO

URAIAI{ 20xL 2oxo Kenaikan/
Penuruaan

DAERA}I

xxx x)a( x)o< xx

Jumlah
Tranafer

Yol

I

x)oa

ffi



Dana Darurat-l,O
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan-LO

Jurnlq.h Liatn-IalE
Pendepatgr Daerah yaug
Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBATV

BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
Beban PenJrusutan dan Amortisasi

JuElah Beban Operasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Traasfer

JI,MLAH BEBAN

SURPLUS/ DEFISIT DARI
OPERASI

SURPLUA/ DEFISIT DARI KDGIATAN XOIV
OPERASIONAL

SI'RPLUS TOtr OPERASIOITAL
Surplus
Penjualan / Pertukaran/ Pelepasan
Aset Non l,ancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Noa
Operaeloaal

DENSIT ITOII OPERASIONAL
Dehsit
Penjua.lan/ Pertukaran/ Pelepasan
Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
JuEleh Deflslt IYoa Operaeional

SURPLUS / DEFISIT DARI
KBGIATAN ITO.II
OPERAEIIOITAL
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SURPLUS/DENSIT
SEBELIIU PIOS LUAR
BIAAA

FOS LUAR BIASA

PEIYDAPATATY LUAR BIAAA
Pendapatan Luar Biasa

.r--'lah Petrd.pata!
Luar Blasa

BEBAN LUAR BIAAA
Beban Luar Biasa

Jumlah
Biesa

Beban Luar

PIOS LUAR BIASA

SURPLUS DEFISIT-LO EX

xxx

xg
)oo(

XEx

)oot

,(xx

xxx

K

)oo(
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m

m xn

xxx

EX
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xxx
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xx

IX
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M

g

g

3) Laporan Arus Kas

a) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang

menggambarkan sa-ldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan

saldo akhir kas selama satu periode.

b) Unsur:

(1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktMtas

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa

mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

penerimaan dan pengeluaran kas brrto dalam rangka

perolehal dan pelepasan sumber daya ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa

yang akan datang.

(3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan

dengan perolehal atau pemberian pinjaman jangka

panjang.

( ) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk

dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

)oo(

Eq

tffi
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d) Contoh format:

PEUERIITTAH PROVIITSI PAPUA TEIITGAH

L/IPORAIT ARUS KA's
T'ITTUK TAIII'IT YATTG BERAKflR SAIIPAI DEITGAIY 31 DESEITIBER 2OX1 DAIT 2OXO

Dalam Ru
Uraian 20x1 2oxo

ARUS KAS DARI AI(TryITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS

xxx x)o<Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah xxx x)o<

xxxPenerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

xxx )o<xPenerimaan l,ain-lain PAD yang sah

Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) )o<x xxx

xxxPenerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
(DAU)

)o(x xxxPenerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik

xxx x)o(Penerimaal Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik

xx-x x)otPenerimaan Dana Otonomi Khusus
xxxPenerimaan Dana Tambahan lnfrastruktur

Penerimaar Insentif Fiskal
xxxPenerimaan Bantuan Keuangan
)oa< )oo(Penerimaan Hibah
xxx )oo(Penerimaan Dana Darurat

xltx xxxPenerimaan LainJain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

m xrf,Jumlah Arue Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
xxx xxxPembayaran Belanj a Pegawai
xxx x)o{Pembayaran Belalja Barang dart Jasa
xxx xxxPembayaran Belanj a Bunga
x)o( x)o<Pembayaran Belanja Subsidi
xxx )a<xPembayaran Belanja Hibah
xxx xxxPembayaran Belanja Bantuan Sosial
xxx xxxPembayaran Belanja Tidak Terduga

xxxPembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

)oo( xxxPembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
ke Kabupaten/ Kota

xlo( xxx

xxx )ac<
Pembayaral Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa

xxxPembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus
Provinsi kepada Kabupaten/ Kota

m ffiJumlab Arus Keluar Kas

m EArus Kas Berrih darl Alrtivttas Operaai

ARUS KAS DARI AKTTVITAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS

x-xx xxxPencairan Dana Cadangan

)oo(

)co<

xxx

I

l

)o<x

)co<

I
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Hasil Penjualan Tanah xxx xxx
Hasil Penjualal Peralatan dan Mesin xxx xxx
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan xxx
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan lrigasi xxx
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya xxx )co(

Hasil Penjualan Aset Lainnya xxx )o<x

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx
Penerimaan Xembali Investasi Non Perma,nen xxx xxx
Jumlah Arus Masuk Kas xxr ffi

ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangaa xxx
Perolehan Tanah xxx xxx
Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx
Perolehan Gedung dan Balgunan xxx xxx
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi )o(x

Perolehan Aset Tetap Lainnya xxx xxx
Perolehan Aset Lainnya xxx x)o(

)oo<Penyertaan Modal Daerah
Investasi Non Permanen xxx xxx
Jumlah Arus Keluar Kas m xEx

EK EArua Kas Bersih dari Alrtlvitas Investasl

ARUS KAS DARI AI{Tri/ITAS PEITDANAAN

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat xx-x xxx
Penerimaan Pinjamal Daerah dari Pemerintah Daerah Lain xxx )o(x

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan
Bank (LKB)

xxx xxx

Penerimaan Pinjaman Daerah dari kmb^ge Keuangan
Bukan Bank (LKBB) xxx

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Masyarakat xxx xxx
Penerimaan Kembali Pemberial Pinjaman Daerah xxx

xxx ]DC(
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

DEXJumlah Arus Masuk Kaa E

ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat xxx x)o(
Pembayaran Piniaman dari Pemerintah Daerah Lain xx-x xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangar Bank (LKB) xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB) x)cx xxx

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat x{x
Pemberian Pinjaman Daerah xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan xxx xxx

Jumlah Arua Keluar Kaa ,aEx ma

Arus Kas Beralh da.ri A&ivitas Pendanaan ,t tx ffi

ARUS I{AS DARI AXTTVITAS TRANSITORIS

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) xxx )oo<

xxx

x)o(

xxx

I

I

x)o(

I

xxx

ARUS MASUK KAS



ARUS XELUAR KAS
xxx xxxPengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Keluar Kas m ml

Arua Kaa Berslh dari Alftlvitas Transitoris XE xn

xn m(Kenaikan/ Penurunar Ka8
Saldo Awal KaB :oax

Saldo A.hhir Kas xrE ffi
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Jumlah Arus Masuk Kas xxx

4) Laporan Perubahan Ekuitas

a) Menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b) Unsur:

(1) Ekuitas awal;

(2) Surplus/defi sit-LO;

(3)Dampak Kumulatif Perubahan Kebijalan/Kesalahan

Mendasar;

(4) Ekuitas Akhir.

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

d) Contoh format:

PEMERIHTAII PROVIilSI PAPUA TEITGAH
LAPORA.IT PERI'BAIIAIT EKIIITAS

I'NTUK PERIODE YANG BERAXIIIR S/IMPAI DENGIIN 31 DESEMBER 2OX1
DAN 2OXO

Da-1am Ru

Catatan Atas Laporan Keuangan

1) Meliputi:

a) Penjelasan naratif atau rincian dari angka yalg tertera dalam

laporan pelaksanaan anggaran dan laporan hnansial.

c

Uraian 20x1 2oxo

Ekuitas Awal
Surplus/ Defrsit-LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebij akan / Kesalahan
Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan
Seiisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - l,ain

Ekuitas Athir

,oo(
)oo(

)oo(

)o(x
x)oa

)oo(
m

)oo(
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b) Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan

informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk

diungkapkan dalam SAP.

c) Ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian

laporan keualgan secara wajar.

2) Mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai

berikut:

a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

c) Ikhtisar pencapaian target keualgan berikut hambatan dan

kendalanya;

d) Informasi tentang dasar penyusunaa laporan keualgan dan

kebljakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi dan kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan

pada lembar muka laporan keuangan dengan ketentuan

klasifikasi sebagai berikut:

(1) Level Objek pada Pendapatan Pajak Daerah

(2) Level Rincian Objek pada Pendapatan Retribusi Daerah

(3) Level Objek pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

(4) Level Rincian Objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

(5) Ievel Rincian Objek pada Pendapatan Transfer

(6) Level Objek pada Pendapatan Hibah

(7) Level Sub Rincian Objek pada Surplus Non Operasional

(8) Level Objek pada Dana Darurat

(9) Level Rincian Objek pada Lain-Lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(10) Level Sub Rincian Objek pada Pendapatan Luar Biasa

f) Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian nilai

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.
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3) Di dalam bagran penjelasan akan kebijakan akuntansi,

dijelaskan hal-hal berikut ini:

a) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam

pen)rusunan laporan keuangan;

b) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan

ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi

Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukal untuk
memahami laporan keuangan.

4) Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi

tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a) Pengakuan pendapatan-LRA;

b) Pengakuan pendapatan-LO

c) Pengakuan belanja;

d) Pengakuan beban;

e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan;

5) Contoh format:

(1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERII{TNI PROVINSI PA,PUA TENGATI
SKPD...

CATATAN ATAS LIIIIORAN KEUANGAN
UNTUK TAHTIN YANG BERAXIIIR SAUPAI DEI{GAN 31 DESEMBER 2OXI

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan pen)^rsunan laporan keuangan SKPD

1.2 Landasan hukum penJrusunzrn laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kine{a keuangan SKPD

2.7 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Hambatan dan kendala yarg ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Rincian Penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan
keuangan
3.1.1 Pendapatan-LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan-LO
3.1.4 Beban

3.1

I
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(2) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH PROVINSI PA,PUA TTT{GAII
CATATAN ATAS LA,PORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAI(HIR SAMPAI DEIGAN 31 DESEMBER 2OX1

3.1.5 Aset
3.1.6 Kewqiiban
3.1.7 Ekuitas
Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dal belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada
pemerintah daerah

Bab IV Penjelasal atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab V Penutup

Bab I Pendahulual

1.1 Ma-ksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah

10 Landasan hukum pen5rusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

la Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
pemerintah daerah

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kine{a keuangan
pemerintah daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas pelaporan

Basis akuntansi yang mendasari penJrusunan laporan
keualgan pemerintah daerah

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah

4.4 Penerapal kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1 LRA



5.1.1 Pendapatan-LRA

5.|.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5. 1.4 Pendapatan-LO

5.3. f Beban

5.3.2 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.4 Ekuitas

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerap€rn basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas pelaporal yarrg menggunakan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah
daerah

Bab VII Penutup
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D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. PENDAHULUAN

a. Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan

definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

akun-akun pada lembaran muka Laporan Keuangan.

b. Kebijakan akuntansi akun meliputi:

1) Kebijakan Akuntansi Aset

2) Kebdalan Akuntansi Kewajiban

3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas

4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

5) Kebijakan Akuntansi Belanja

6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

7) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

8) Kebijakan Akuntansi Beban

9) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang

Tidak Dilanjutkan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

a. Pendahuluan

1) Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan

I

I
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informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan

keuangan.

2) Ruang Lingkup

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan (tidak termasuk

perusahaan daerah) meliputi:

a) Aset lancar; dan

b) Aser non lancar.

b. Aset Lancar

l) Kas dan Setara Kas

a) Kas dan Setara Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah

(2) Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

(5) Kas Dana BOS;

(6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP;

(7) Kas Lainnya; dan

(8) Setara kas

(a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari

3 (tiga) bulan;

(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid

atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) Klasifrkasi, kodefikasi, dan nomenklatur kas dan setara kas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c) Pengakuan

(1) pada saat potensi malfaat ekonomi masa depan diperoleh

oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya

yang dapat diukur dengan andal.

(2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau

kepenguasaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui

pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau

dikeluarkan/ dibayarkan.

d) Pengukuran

Pengukuran dan pencatatan sebesar nilai nominal yang

disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam
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e) Penyajian dan Pengungkapan

(1) rincian dan nilai kas disajikan dalam laporan keualgan;

(2) rincian dan ni-lai kas yang ada dalam rekening kas umum

daerah namun merupakan kas transitoris yang belum

disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

(3) Kas transitoris dapat berupa:

(a) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara

pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu

dan/ atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi

pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh

Pasal 21, PPh Pasal 22,PP}r Pasal 23 dan/atau PPN;

(b) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai

Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN,

Kepala Desa/ Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya,

simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran

jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja

dan jaminan kematian.

(c) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang

diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah

dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko

kegagalan dalam pelaksana€rnnya atau jaminan lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(d) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

2) Investasi Jangka Pendek

a) Klasifrkasi, kodefikasi, dan nomenklatur investasi jangka

pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai I0asifikasi, kodelikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan

kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
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b) Pengakuan

(1) Kriteria terhadap pengeluaran kas

Pengeluaran kas atas pembentukan investasi jangka

pendek dapat diakui apabila:

(a) Memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial

atau jasa pontensial di masa yang akan datang.

Tingkat kepastian perolehan dimaksud perlu dikaji

berdasarkan bulrti yang tersedia saat pengakuan

yang pertama kali.

tU) Nilai nominal atau nilai wajar dapat diukur secara

memadai (reliablel karena adanya transaksi

pembelian atau penempatan dana yang didukung

dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan

biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

(2) Iftiteria terhadap penerimaan kas

Penerimaan kas atas pelepasal/pengurangan investasi

jangka pendek dapat diakui apabila salah satunya

terdapat:

(a) Penjualan;

(b) pelepasan hak;

(c) pencairan dana karena kebutuhan;

(d) jatuh tempo; dan/ atau

(e) peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil

(a) bunga deposito;

(b) bunga obligasi; dan

{c) deviden tunai (cash diuidenQ

diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehan, diukur dan

dicatat berdasarkan harga transaksi ditambah biaya

yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehan, diukur

dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal

perolehan. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar, maka

c)
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dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non sal.am diukur

dan dicatat sebesar nilai nominal.

d) Penyajian dan Pengungkapar Investasi Jangka Pendek

(1) Disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari

Aset Lancar;

(2) Diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:

(a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka

pendek;

(b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;

(c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek;

(d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang

signifikan dan penyebab penurLrnan tersebut;

(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan

penerapannya;

(f) Perubahan pos investasi jangka pendek.

3) Piutang

a) Klasifikasi, kodefftasi, dan nomenklatur piutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

K1asifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak

tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,

jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan

melakukan modifikasi tertentu tergantung pada kondisi

debitur.

c) Pengakuan

(1) Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang

undangan pada saat:

(a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang

belum dilunasi;

(b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan

Penagihan serta belum dilunasi.
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(2) Pengakuan piutang yang berasal dari pemberian pinjaman,

penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa:

(a) harus terdapat naskah pe{anjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta di tandatangani

oleh kedua pihak; dan

(b) jumlah piutang dapat diukur;

(3) Pengakuan Piutang Pendapatan Transfer dari Pemerintah

Pusat pada saat:

(a) diterbitkan dokumen penetapan kurang bayar

dan/ atau

(b) ditetapkan berita acara rekonsiliasi.

antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi

Papua Tengah.

(4) Piutang atas kelebihal transfer terjadi apabila dalam

suatu tahun anggarErn ada kelebihan transfer. Dalam hal

kelebihan transfer belum dikembalikan, maka

diperhitungkan dalam hak transfer periode berikutnya.

(5) Piutang TPITGR

(a) harus didukung dengan buli:ti SK Pembebanan/

SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

(b) Dalam hal penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan

melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang pada saat

terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat

penagihan.

d) Pengukuran

(1) Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan

perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum

dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap

tagihal atas:

(a) surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

(b) ketetapan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib

Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

(c) tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan

belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
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(2) Pengukuran piutang yang berasal dari pemberian

pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa:

(a) Pemberian pinjaman

dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas

daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus

dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas

barang/jasa tersebut.

Bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya

lainnya sesuai naskah perjanjian harus diakui.

(b) Penjualan

Besaran nilai sesuai naskah pe{anjian yang terutang

pada akhir periode pelaporan.

Dalam hal terdapat potongan pembayaran pada

naskah perjanjian, maka nilai piutang harus dicatat

sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah

pe{anjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan

pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan

pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(3) Pengukuran Piutang pendapatan transfer sesuai dengan

dokumen penetapan kurang bayar dan/atau berita acara

rekonsiliasi.

(4) Pengukuran Piutang TP/TGR:

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh

tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih

dalam 12 (dua belas) bulan ke depa-n berdasarkan

surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang

akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(5) Pengukuran Berikutnya (Subseqtent Mea.surement)

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan

nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut
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dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan

piutang maka masing-masing piutang disajikan setelah

dikurangi piutang yang dihapuskan.

e) Kualitas Piutang

(1) Pengelompokan kualitas piutang sebagai berikut:

(a) Kualitas Piutang l,ancar

(b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(c) Kualitas Piutang Diragukan;

(d) Kualitas Piutang Macet.

(2) Penggolongan Kualitas Piutang Pendapatan Pajak dapat

dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self

assessment); dan

(b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (oflicial

assessment).

(3) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan

ketentuan:

NO JENIS PIUTANG KUALITAS
PIUTANG

UMUR PIUTANG

1 Piutang

dengan

Assesment

Pajak

Self

Lancar Kuralg 1 Tahun
Kurang
Lancar 1s/d<2Tahun

Diragukan 2sld<4Tahun
Macet

a Piutang

dengal

Assesmenf

Pajak

olficial

Lancar Kurang 1 Tahun
Kurang
Lancar 1s/d<2Tahun

Diragukan 2sld<4Tahun
Macet 4 Tahun ke atas

J Piutang Retribusi Lancar 0 s/d 12 Bulan
Kurang
l,ancar

L€bih dari 13 bulan sld 24
Bulan

Diragukan Lebih dari 25 bulan s/d 36
Bulan

Macet Lebih dari 36 Bulan
4 a. Piutang

Pendapatan Lancar s/d < 3 bulan

4 Tahun ke atas
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BLUD RSUD

atas:

1) Jasa

Layanan

2) Hasil Kerja

Sama dengan

Pihak Lain

b. Piutang

Pendapatan

BLUD

Puskesmas atas

Jasa Layanan

Kurang
Latca:. 3s/d<6bulan

Diragukan 6 s/d < 12 bulan

Macet 12 bulan ke atas

5 Lancar Kurang 1 Tahun
Kurang
Lancar 1s/d<3Tahun

Diragukan 3s/d<5Tahun

5 Tahun ke atas

6 Piutang Deviden Lancar Kurang I Tahun
Kuralg
Lancar 1s/d<3Tahun

Diragukan 3s/d<5Tahun
Macet 5 Tahun ke atas

7 TP-TGR Dikecualikan dari ketentuan penggolongan
kualitas piutang tersebut diatas.

8 Piutang Bukan

Pajak Selain Yang

Disebutkan

Lanc-ar
Belum dilakukan pelunasan
s/d tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan

Kurang
Lancar

Apabila dalam jangka Waktu 1

(satu) bular terhitung sejak
tanggal surat penagihan
pertama tidak dilakukan
pelunasan

Diragukan

Apabila dalam jargka Waktu 1

(satu) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan kedua
tidak dilakukan pelunasan

Macet

Jika piutang yang dalam
jangka Waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat
tagihan ketiga tidak dilakukan
pelunasan, atau piutang telah
diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Daerah

Piutang

Pendapatan BLUD

dari Jasa Layanan-

Laboratorium

Kesehatan Daerah Macet

I

I
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f) PemberhentianPengakuan

(1) Pelunasan

melalui pembayaran tunai atau melaksanalan sesuatu

sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

(2) Penghapusbukual

(a) dibuat berdasarkan dokumen sah berupa berita acara

atau keputusan pejabat yang berwenang untuk
menghapustagih piutang.

(b) Ikiteria penghapusbukuan:

i. Memberikan manfaat antara lain berupa gambaran

objektif terhadap kemampuan keuangan entitas

akuntansi dan pelaporan serta ekuitas, dan

mengurangi biaya administrasi.

ii. Terdapat kajian tentang dampak hukum atas

penghapusbukuan.

iii. Pengambil keputusan terhadap penghapusbukuan

piutang bukan atas dasar keputusan inisiatif,

namun berdasarkan analisis dan usulan.

(3) Penghapustagihan

Penghapustagihan piutang ditetapkan oleh:

(a) Gubernur untuk jumlah piutang sampai dengan

RpS.000.00O.000,00 (lima miliar rupiah) ;

(b) Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah

piutang lebih dari Rp5.O0O.000.000,O0 (lima miliar

rupiah)

g) Penyajian dan pengungkapan piutang

Dilakukan secara memadai dan informasi diungkapkan secara

cukup dalam CaI-K terhadap:

(1) Piutang pendapatan;

(2) Piutang TP/TGR yang masih dalam proses pengadilan;

(3) Penghapusbukuan piutang;

(4) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbuku.

Informasi dimaksud dapat berupa:

(1) Kebijalan akuntansi yalg digunakan dalam penilaian,

pengakuan dan pengukuran piutang;

(2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk
mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
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(3) penjelasan atas penyelesaian piutang;

(4) jaminan atau sita jaminan jika ada.

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:

(1) Ikiteria kualitas piutang

(2) Penyisihan Piutang dicatat pada akhir periode pelaporan

dan dihitung sesuai dengan kualitasnya selama masih

terdapat saldo piutang.

(3) Dalam hal:

(a) kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan,

maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup

diungkapkan di dalam CaLK

(b) kualitas piutang menurun, maka dilakukan

penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya

disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

(c) kualitas piutang meningkat misalnya akibat

restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap

nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih

antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca

dengan saldo awal.

4) Beban Dibayar Dimuka

a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur beban dibayar

dimuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, kodefrkasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

No
Kualitas
Piutang

Prosentase
Penyisihan

Berdasarkan
Umur/ Kualitas

Piutang

KET

i Lancar o,5%
2 Kurang

Lancar
lO o/o setelah dikurangi dengan nilai

agunan atau nilai barang sitaan
(lika ada)

3 Diragukan 50% setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan

fiika ada)

4 Macet IOO Yo setelah dikurangi dengan nilai
agun€rn atau nilai barang sitaan

flika ada)



-40-

b) Pengakuan pada saat kas dikeluarkan namun belum

menimbulkan kewajiban.

c) Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah kas yang

dikeluaran / dibayarkan.

d) Pengungkapan sebagai kelompok aset lancar karena segera

menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) Persediaan

a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur persediaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefrkasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan

dalam rangka kegiatan operasional;

(2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan

dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk

dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c) Pengakuan

(1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal;

(2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau

kepenguasaannya berpindah.

(3) Dalam hal pengakuan persediaan pada akhir periode

akuntansi, dilalrukan berdasarkan hasil inventarisasi

fisik.

(4) Dokumen pengakuan antara lain berita acara serah

terima barang dari penyedia ke pengguna/kuitansi/berita

acara hasil inventasi fisik (stock opnamel /dol<tmen lain

yang dipersamakan.

d) Pengukuran

(1) Metode pencatatan dan pengukuran yakni dengan

menggunakan Metode Perpetual, pencatatan dilakukan

setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga
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nilai/jumlah persediaan selalu ter-up date serta melalui

pendekatan aset.

(2) Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

termasuk biaya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaal dan potongan

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi

biaya perolehan.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri.

(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi

nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan

transaksi wajar.

e) Penyajian dan Pengungkapan

(1) Disajikan dalam kelompok Aset Lancar.

(2) Pengungkapan dalam CaLK berupa bentuk klasifikasi

persediaan dan jenis, jumlah, serta nilai persediaan dalam

kondisi rusak atau usang.

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

a) Klasifftasi, kodelikasi, dan nomenklatur aset untuk
dikonsolidasikan sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan mengenai Klasifikasi, kodelikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

b) Pengakuan pada saat te{adi transaksi yang melibatkan

transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

c) Pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang terjadi.

d) Pengungkapan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar.

Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

a) Klasilikasi, kodefikasi, dan nomenklatur investasi jangka

panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur

C
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

b) Pengakuan

(1) kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial

atau jasa potensial di masa yang akan datang atas

suatu investasi tersebut dapat diperoleh;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur

secara memad at (reliablel.

(2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

a) Deviden Tunai;

b) Deviden Saham; dan

c) Bagian Laba.

c) Pengukuran

(1) Investasi pernErnen dicatat sebesar biaya perolehannya.

(2) Investasi non perrn€rnen:

(a) obligasi dan investasi yang dimaksudkan tidal< untuk

dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai

perolehannya.

(b) Investasi dalam proyek pembangunan dinilai sebesar

biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek

sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(c) dana bergu-lir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat

direalisasikan (Net Realizable Valuel.

(3) Investasi jangka panjang dari pertukaran aset

Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau

nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya

tidak ada.

(4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai

tukar (kurs tengah bank sentral) yalg berlaku pada

tanggal tralsalsi.
(5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi

diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat

jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari



ilvestasi tersebut.

d) Penilaian:

(l) Metode Biaya

(a) Sebesar harga perolehan;

(b) Kepemilikan investasi kurang dari 2OV"

(2) Metode Ekuitas

(a) Sebesar harga perolehan yang kemudian disesuaikan

dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi

(inuesteel yang terjadi sesudah perolehan awal

investasi;

(b) Kepemilikian investasi sebesar 20% sampai dengan

507o atau kurang dari 2oo/o nErmun memiliki pengaruh

signifrkan atau lebih dari 50%.

(3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dalam hal

kepemilikan bersifat non pennanen

e) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam

Catatal atas l,aporan Keuangan (CaLK). Hal yang perlu

diungkapkan antara lain:

(1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka

panjartg;

(2) jenis investasi jangka panjang yang dimiliki ;

(3) metode penilaian investasi jangka panjang

(4) Perubahan nilai pasar investasi jangka panjang;

(5) Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan

dan penyebab penurun€rn tersebut;

(6) Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar

dan alasan penerapannya;

(7) Perubahan pos investasi jangka panjang.

f) Penyisihan Dana Bergulir

(1) diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan

melakukan analisa terhadap saldo-sa,ldo investasi non

pennErnen dana bergulir yalg masih beredar.

(2) diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama

dengan periode timbuh:ya investasi dana bergulir.

(3) dilakukan berdasarkan umur investasi dana bergulir

-43-
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dengan persentase penyisihan sebagai berikut :

No Uraiarr

Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur

1s.d2
Tahun

>2 s.d 3
Tahun

>3 s.d 4
Tahun

Lebih dari
4

Tahun
1 Investasi Non

Permanen Dana

Bergulir

25% 5Oo/o 75o/o TOOo/o

(+) disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi dana

bergulir yang bersangkutan.

g) Penghapusan dana bergulir dilakukan berdasarkan analisa

terhadap saldo dana bergulir yang masih beredar.

2) Aset Tetap

a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset tetap sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasilikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Pengakuan

(1) pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

dan nilainya dapat diukur dengan andal.

(2) kriteria:

(a) Berwujud;

(b)masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual;

(e)Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan; dan

(f) memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

yang telah ditetapkan.

(3) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas

harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat

diberikan oleh aset tersebut balik langsung maupun

tidak langsung bagr kegiatan operasional pemerintah

daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah

daerah.

I
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(4) Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat realisasi

belanja modal dalam hal pembelian dilakukan melalui

mekanisme termin dan/ atau tidak pembelian lunas.

(5) Khusus pengakuan Aset Tetap dalam Renovasi, biaya

renovasi/rehabilitasi/perbaikan atas aset tetap yang

bukan kepemilikan:

(a) Dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi dalam

hal:

i. meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial.

ii. manfaat ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun.

iii. memenuhi batas minimal kapitalisasi.

(b) Diakui sebagai beban dalam hal tidak memenuhi

kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam

renovasl.

(6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:

Jenis Aset Tetap Nilai

Peralatan dan Mesin

Alat Besar Rp 75.0o0.000,00

Rp10.000.000,00

Alat Bengkel Dan Alat Ukur Rp2.000.000,00

Alat Pertanian Rp2.000.000,00

Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rp2.000.000,00

Alat Studio, Komunikasi Dan

Pemancar

Rp2.000.000,00

Alat Kedokteran Dan Kesehatan Rp2.o00.000,00

Alat Laboratorium Rp2.O00.000,O0

Alat Persenjataan Rp5.000.000,00

Komputer Rp2.000.000,00

Alat Eksplorasi Rp2.000.000,00

Alat Pengeboran Rp2.OOO.0O0,00

Alat Produksi, Pengolahan Dan

Pemurnian

Rp2.000.000,00

Alat Baltu Eksplorasi Rp2.O0O.O00,O0

Alat Keselamatan Kerja Rp2.O0O.O0O,O0

Alat Peraga Rp2.000.000,00

Peralatan Proses Produksi Rp2.O0O.O00,00

Alat Angkutan
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Rambu - Rambu Rp2.000.000,oo

Peralatan Olahraga Rp2.000.OOO,00

Gedung dan Bangunan

Bangunan Dan Gedung Rp3O.0O0.OO0,O0

Monumen Rp3o.000.000,00

Rp30.000.000,00

Tugu Titik Kontrol/ Pasti Rp30.000.00o,00

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan Dan Jembatan Rp50.000.000,00

Bangunan Air Rp30.000.000,00

Instalasi Rp25.000.000,00

Jaringan

Aset Tetap Lalnnya

Bahan Perpustakaan Rp2.000.000,00

Barang Bercorak

Kesenian/ Kebudayaan / Olahraga

Rp1.500.000,00

Hewan Rp.2.000.000,00

Biota Perairan Rp2.00o.o0o,00

Tanamal Rp2.00O.OOO,O0

Barang Koleksi Non Budaya Rp2.00o.o0o,oo

Aset Tetap Dalam Renovasr Rp10.000.000,00

(7) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya sepanjang

masih dipergunalan dalam operasi dicatat dalam aset

tetap.

c) Pengukuran

(1) Sebesar biaya perolehan yang dibuktikan dengan bukti
pengeluaran yang sah, dalam hal pengukuran

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(2) Komponen Biaya Perolehal:

Jenls Aset Tetap Kornponen Blaya Perolehan

anahT harga perolehan atau biaya pembebasan

tanah, biaya yang dikeluarkan dalam

rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan,

Bangunan Menara

Rp25.000.000,00



Mesin

Jenle Aset Tetap

Pera,latan dan

Gedung dan

Bangunan

Jalan, Jaringan,

& Instalasi

aLainny
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Komponen Blaya Perolehan

dll.

pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan

sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan

harga pembelian atau biay

termasuk biaya pengurusan PBG, notaris,

dan pajak.

a perolehan atau biaya konstruksi

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

sampai jalan, jaringan, dan instalasi

tersebut siap pakai

seluruh biaya yang dikeluarkan un

memperoleh aset tersebut sampai siap

pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang

diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran nilai kontrak, biaya

perencanaan dan pengawasan, pajak,

serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang

diadakal melalui swakelola, misalnya

untuk Aset Tetap dalam Renovasi,

meliputi biaya langsung dan tidak

langsung, yang terdiri dari biaya bahan

baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan,

periinan, pajak, dan jasa konsultan

(3) Setiap potongan dan rabat dikuralgkan dari harga

pembelian.

(4) Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan

dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.

biaya

I

l--
Aset Tetap
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(5) Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh

beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap

bersangkutan dilakukan / dicatat oleh Entitas Akuntansi

yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan

surat keputusal Gubernur selaku Pemegang Kekuasaal

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(6) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas

umum (fasos/fasum), dilakukan setelah adanya Berita

Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat

penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak tercantum

nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai

berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum

diperoleh.

(7) Pertukaran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar

aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas niiai

tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan

jumlah setiap kas atau setara kas yang

ditransfer/diserahkan. Dalam hal tidak ada keuntungaa

dan kerugian, aset yang baru diperoleh dicatat sebesar

nilai tercatat atas aset yang dilepas.

(8) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan

didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya

secara hukum, seperti adanya akta hibah.

(9) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu

produksi, atau peningkatan standar kine{a yang

nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset

tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat

(dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan dengan

kriteria sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

i. bertambah ekonomis/ efisien, dan/atau

ii. bertambah umur ekonomis, dan/atau
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iii. bertambah volume, dan/atau

iv. bertambah kapasitas produksi.

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanj a atas pemeliharaan

aset tetap tersebut material/melebihi batasan

minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

Selanjutnya, yang bukan termasuk dalam pengertian

memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat

ekonomi di masa datang:

(a) pemeliharaan/ perbaikan rutin/berkala/terjadwal atau

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap

tersebut agar berfungsi baik/normal, atau

(b)untuk sekedar memperindah suatu aset tetap.

(10) Metode pen).usutan adalah Metode garis lurus (straight

line metlndl dengan masa manfaat sebagai berikut:

Kodeflkasi Uraian

Masa

Manfaat

lTahunl
1 ASET TETAP

1 o2 Peralatan dan Mesin

1 .) o2 o1 Aiat Besar

1 o2 01 01 Alat Besar Darat 10

1 3 o2 01 o2 Alat Besar Apung 8

1 a
^c o1 03 7

1 o2 o2 Alat Angkutan

1 \) o2 o2 01 Alat Angkutan Darat Bermotor

o2 o2 o1 o1
Kendaraan Dinas Bermotor

Perorangan
7

1 3 02 o2 01 o2
Kendaraan Bermotor

Penumpang
7

1 .) o2 o2 01 03
Kendaraan Bermotor

Angkutan Baralg
7

1 o2 o2 o1 o4
Kendaraan Bermotor Beroda

Dua
J

1
a o2 o2 o1 05

Kendaraan Bermotor Beroda

Tiga

1 a 02 01 o6 Kendaraan Bermotor Khusus 7

i .)
o2 o2 01 07 Kendaraan Tempur 7

5

Alat Bantu

I

113

o2

I



Kodefikasi Uraian

1 o2 o2 0i 08 Alat Angkutan Kereta Rel 7

1 3 o2 o2 o1 09
Alat Angkutan Darat Bermotor

Lainnya
7

J o2 o2
AIat Angkutan Berat Tak

Bermotor
2

1 J o2 o2 03
Alat Angkutan Apung

Bermotor

1 3 o2 o2 o4
Alat Angkutan Apung Tal<

Bermotor
3

1 3 o2 o2 05 Alat Angkutan Bermotor Udara 20

1 .f 03 Alat Bengkel dan Alat Ukur

o2 Alat Bengkel Bermesin 10

1 J o2 03 o2 Alat Bengkel Tak Bermesrn 5

1
a o2 03 03 5

1 a o2 o4 Alat Pertanian

1 3 o2 o4 01 Alat Pengolahan 4

1 o2 o5
Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1 J o2 05 o1 Alat Kantor 5

1 3 o2 05 o2 Alat Rumah Tangga 5

1 3 o2 05 03
Meja dan Kursi Ke{a/ Rapat

Pejabat
5

1
|) 02 o6

Alat Studio, Komunikasi, dan

Pemancar

1 3 o2 06 01 Alat Studio 5

o2 o6 02 Alat Komunikasi 5

1 3 o2 o6 03 Peralatan Pemancar 10

1 J 06 o4 Peralatan Komunikasi Navigasi 10

I a o2
Alat Kedokteran dan

Kesehatan

1 .) o2 07 01 Alat Kedokteran 5

1 3 o2 07 02 Alat Kesehatan Umum 5

1 3 o2 08 Alat Laboratorium

7
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Masa

Manfaat
l

lTahunl
I

I

J

I o2

o2

tl.l 03 lol

I Alat ukur

I

I

I

,l.l

o2

orl
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Kodefikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahunf

1 o2 08 01 Unit Alat Laboratorium 8

1 J o2
08

o2
Unit Alat Laboratorium Kimia

Nuklir
i5

1 J OB 03 Alat Peraga Praktek Sekolah 10

1 3 o2 08 o4
Alat Laboratorium Fisika

Nuklir/Elektronika
15

1 .) o2 o8 05
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi

Lingkungan
10

1
a o2 08 06

Radiation Aptcation and Non

Destructive Testing Laboratory

Lainnya

1 OB 07
Alat Laboratorium Lingkungan

Hidup
7

1 3 o2 08 08
Peralatan Laboratorium

Hydrodinamica
15

o2 08 09

Alat Laboratorium

Standarisasi Kalibrasi dan

Instrumentasi

1
|) o2 09 Alat Persenjataan

1 a 02 09 01 Senjata Api 10

1 3 09 o2

i o2 09 03 10

1 3 o2 09 o4 Alat Khusus Kepolisian

1 o2 10 Komputer
1 3 o2 10 01 Komputer Unit 4

1 a o2 10 o2 Peralatan Komputer 4

1 3 o) 11 Alat Eksplorasi
1 3 o2 11 01 Alat Eksplorasi Topografr 5

1 3 o2 11 o2 Alat Eksplorasi Geofi sika 5

1 3 o2 t2 AIat Pengeboran

1 3 o2 r2 01 Alat Pengeboran Mesin 5

1 J o2 t2 o2 Alat Pengeboran Non Mesrn 5

1 a 1a

10

10

I

I

10 I

I

I

Persenjataan Non Senjata Api I 3

Senjata Sinar

I

I

o2

o2

13

o2

o2 Alat Produksi, Pengolahan,



<o

Kodelikasi

Masa

Manfaat

(Tahunl

dan Pemurnian

1 a\) o2 13 01 Sumur 5

1 -) o2 13 o2 Produksi 5

1 o2 13 o3 Pengolahan dan Pemurnian 5

J o2 l4 Alat Bantu Eksplorasi

1 a o2 14 o1 Alat Bantu Eksplorasi 5

1
a o) 14 o2 Alat Bantu Produksi J

I a o2 15 Alat Keselamatan Kerja

i o2 0l Alat Deteksi 5

1 oc 15 o2 Alat Pelindung 5

1 3 o2 15 o3 Alat SAR 4

I o) 15 o4 Alat Kerja Penerbangan 7

I Alat Peraga

1 3 16 o1
Alat Peraga Pelatihan dan

Percontohan
4

I 3 o2 Peralatan Proses/Produksr

1 oc t7 o1
Unit Peralatan

Proses/ Produksi
5

1 .) o2 18 Rambu-rambu

1 3 o2
18

01
Rambu-rambu l,alu Lintas

Darat
5

I o2 18 o) Rambu-rambu Lalu Lintas
Udara

5

I 02 1B 03 Rambu-rambu Lalu Lintas
Laut

5

1 3 o2 19 Peralatan Olahraga

3 o2 19 01 Peralatan Olahraga 4

I 3 03 Gedung dan Bangunan

1 03 01 Bangunan Gedung

1 3 o3 o1 o1
Bangunan Gedung Tempat

Kerja
50

I \) 03 01 o2
Banguna-n Gedung Tempat

Tinggal
50

I 3 o2 Monumen

1 a 03 o2 01 Candi/Tugu

l

I

3 15

o2 16

I

o2

t7l

1
I

03

50

Uraian

I

l

I



<a

Kodefikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahunf

Peringatan/ Prasasti
1 03 03 Bangunan Menara

1 J
03

03 o1
Bangunan Menara

Perambauan
50

1 03 o4 Tugu Titik Kontrol/ Pasti

o4 01 Tugu/Tanda Batas 50

1 3 Jalan, Jaringan, dan Irlgasi
1 o4 Jalan dan Jembatan

1 !) o4 01 o1 Jalan

1 .) 04 01 02 Jembatan 50

1 o4 Bangunan Air

1 a o4 02 01 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 o4 o2 o2 50

I o4 Bangunan Pengembangan
Rawa dan Polder

25

1 3 o4 o2 o4
Bangunan Pengaman
Sungai/ Pantai dan
Penanggulangan Bencala
Alam

1
a o4 o2 05

o2 o6 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40

1 .) o4 o2 07 Bangunan Air Kotor 40

1 3 o4 03 Instalasi
1 o4 03 o1 Instalasi Air Bersih/Air Baku 30

1 3 o4 03 o2 Instalasi Air Kotor 30

1
.) o4 \,,J 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10

o4 03 o4
Instalasi Pengolahan Bahan

Bangunan
10

1 o4 o3 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 o4 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40

1 o4 03 07 Instalasi Pertahanan 30

1 3 o4 03 o8 Instalasi Gas 30

1 3 04 Instalasi Pengaman 20

i o4 03 10 Instalasi Lain 5

10

I

I

1l3l03
o4

oti

o2

02l03

I

I

1l3l04

13

03loe

Bangunan Pengairan Pasang

Surut

Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah

I

10

30

I

I



Kodefikasi Uraian

Masa

Manfaat

(Tahun!

1 a o4 o4 Jaringan

1 o4 o4 01 Jaringan Air Minum 30

1 r) o4 o4 o2 Jaringan Listrik 40

1 o4 03 Jaringan Telepon 20

3 o4 Jaringan Gas 30

1 3 05 Aset Tetap Lainnya

1 3 05 01 Bahan Perpustakaan

1 a 05 o1 01 Bahan Perpustakaan Tercetak

1 3 05 01 o2 Bahan Perpustakaan Terekam
dan Bentuk Mikro

1 05 01 03 Kartografi, Naskah dan
Lukisan

i 05 01 o4 Musik

1 .) 05 0i Karya Grafika (Graphic
Material)

1 01 Three Dimensional Artifacts
and Realita

01 07 Tarscalt

1 3 05

Barang Bercorak

Kesenian/ Kebudayaan/

Olahraga

1 3 o5 o2 01 Baral g Bercorak Keseniarr

1
a 05 ic o2 Alat Bercorak Kebudayaan

1 J 05 o2 03 Tanda Penghargaan

(1 1)

(t2l

(13)
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Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah,

Konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku

perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya

berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset

Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap

kecuali Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya

perbaikan terhadap aset tetap baik berupa ouerhaul dan

renovasi disajikan pada tabel berikut :

I

I

I

1

I

J o4

1 o4 o4

05

3 05 06

3 05

arl

I
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URAIAN JENIS

Prosentase
Renorrasi/Rest
orasi/ Overhaul

dari Itilai
Perolehan

(Dlluar
Penyusutanl

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahunl

Alat Besar :

Alat Besar Darat Ouertnul >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45%
>45o/o

AIat Besar Apung Ouerhaul >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% 2

>4s%o 4

Alat Bantu Ouerhnul >0% s.d. 30% 1

>3Oo/o s.d 45%o 2
>45o/o 4

Alat Angkutan :
Alat Angkutan Darat
Bermotor

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25ok 1

>25% s.d 5O% 2
>50% s.d 75% J

>75% s.d.100% 4

Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 0

>25%n s.d 5oo/o 1

>50% s.d 75% 1

>7 Sa/o s.d.lOO%o 1

Ouerhaul >Ook s.d. 25ok 2

>25% s.d 50% 3
>5O% s.d 75% 4

>75% s.d.100% 6

Alat Angkutan Apung
Tak Bermotor

Renovasi >O%o s.d. 25Yo 1

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% ,

Alat Angkutan Bermotor
Udara

Ouerhaul >Ooh s.d. 25o/o J

>25% s.d 50%
>5O% s.d 75% 9

>75% s.d.100% T2

AIat BeDgkel & Alat
Ukur:
Alat Bengkel Bermesin Ouerhaul >Ooh s.d. 25o/o 1

Alat Angkutan Apung
Bermotor

I

l

I

1

6
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URAIAN

Meja dan Kursi
Ke a Ra at Pe abat

JENIS

Proseatase
Renovasl/Rest
orasi/Overhaul

dari Nilai
Perolehan

(Diluar
Penyusutan|

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahunl

>25o/o s.d SOoh 2
>50% s.d 75% a

>75% s.d.10O% 4

Alat Bengkel Tak
berMesin

Renovasi >Oo/o s.d. 25ok

>25o/o s.d 5Oo/o 0
>50% s.d 75% 1

>75% s.d. 100% I

Alat Ukur Ouerhaul >Ooh s.d. 25o/o 1

>25o/o s.d SOoh 2

>75% s.d.100%

AIat Pertanian :

Alat Pengolahan Ouerhaul >OYo s.d. 2Ook 1

>2lo/o s.d 4Ooh 2
>51ok s.d 7 5o/o 5

Alat Kaator dan Rumah
Tangga :

AIat Kantor Ouerhaul >25% s.d 50% 1

>5O% s.d 75% 2

Alat Rumah Tangga Ouerhnul >Oo/" s.d. 25o/" 0
>25o/o s.d SOok 1

>50% s.d 75% 2
>75% s.d. 10O%

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o

>23o/o s.d 5Oo/o

>50% s.d 75%
>7 5o/o s.d.7OOo/o

Alat Studio,
Komunikasi dan
Pemancar:
Alat Studio Ouerhaul >25% s.d 50% 1

>5O% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Komunikasi Ouerhaul >Oo/o s.d. 25oh 1

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

0

>50% s.d 75% a

>75% s.d.100%
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URAIAII JENIS

Proserrtase
Renovasi/Rest
oreeUOverhaul

&ri ltilai
Perolehan

(Diluar
Penyusutaal

Penambah
an Masa
Maafaat
(Tahunf

>7 5%o s.d.lOOo/o

Peralatan Pemancar Ouertnul >O%o s.d. 25o/o 2
>25% s.d 50% 3
>SOoh s.d 7 5o/o 4

>7 5%o s.d.LOOo/o

Peralatan Komunikasi
Navigasi

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 2

>25%o s.d SOoh 5
>5Oo/o s.d 7 5o/o 7

Alat Kedokteran dan
Kesehatan:
Alat Kedokteran Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 0

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2
>75% s.d. lOO% 3

Alat Kesehatan Umum Ouerhaul >Ooh s.d. 25o/o 0
>25% s.d 50% 1

>5O% s.d 75% 2
>757o s.d.100o/o 3

AIat laboratorlum :

Unit Alat laboratorium Ouerhnul >Oo/o s.d. 25ok 2
>25o/o s.d SOoh
>5O% s.d 75% 4

>75% s.d. 100% 4

Unit Alat laboratorium
Kimia Nuklir

OuerLnul >Oo/o s.d. 25oh J

>25o/o s.d SOoh 5
>507o s.d 75olo 7

>75% s.d.100% 8

Alat Peraga Praktek
Sekolah

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25ok

>25% s.d 50%
>507o s.d 75olo
>75% s.d. lOO%

Alat l,aboratorium Fisika
Nuklir/Elektronika

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o

>25olo s.d 507o 5
>5O% s.d 75% 7

I 5

>75% s.d.100% 9

I



-58-

URAIAN JENIS

Prosentaae
Renorrasi/Rest
oraai/Overhaul

dari lYilai
Perolehaa

(Diluar
Penyusutan)

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahuaf

>7 SVo s.d.lOOVo 8

Alat Proteksi radiasi /
Proteksi Lingkungan

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 2

>25ok s.d 5O"/o +
>5Oo/o s.d 7 5o/o 5

>7 5o/o s.d.lOOo/o c

Radiation Application &
Non Destructive Testing
laboratory lainnya

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25oh 2

>25o/o s.d 5Oo/o 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d. 100% 5

Alat laboratorium
Lingkungan Hidup

Ouerhnul >Oo/o s.d. 25%o 1

2
>5Oo/o s.d 7 SVo 3

>75% s.d.100% 4

Peralatan Laboratorium
Hidrodinamica

Ouerhaul >Ooh s.d. 25o/o 3

>25% s.d 50% 5
>SOok s.d 7 5%;o 7

>7 Sok s.d.LOOo/o

Alat laboratorium
Standarisasi Kalibrasi &
Instrumentasi

Ouerhaul >Oo/" s.d. 25o/" 2

>25%o s.d 5O%o 4
>50% s.d 75% 5

>75% s.d.100% 5

AIat Persenjataan :

Seniata Api Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 1

>25!:o s.d 5Oo/o 2
>50% s.d 75%

>75% s.d.100% 4

Persenjataan Non
Senjata Api

Renovasi 0

>25% s.d 5O% 0
>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

Senj ata Sinar Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o o

>25o/o s.d SOYo

8

>Oo/o s.d. 25o/o

r
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URAIAN JENIS

Prosentese
Renovasl/Rest
orasi/Overhaul

dari Nilai
Perolehan

(Dtluar
Peayusutanl

Penanbah
an Maea
Manfaat
(Tahunf

>25o/o s.d SOok 0
>50% s.d 75% 0

>75% s.d.100% 2

Komputer:
Komputer Unit OuerLnul >O%o s.d,. 25oh 1

>25o/o s.d 5O/o 1

>50% s.d 75% 2
>7 Soh s.d.LOOo/o 2

Pera-latan Komputer Ouerl'utul >Oo/o s.d. 25o/o 1

>25% s.d 50% 1

>5Oo/o s.d 7 5o/o 2
>75% s.d.100% 2

Alat Eksplorasl :

Alat Eksplorasi Topografi OuerLnul >O%o s.d. 25ok 1

>25o/o s.d 5Oo/o 2
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100%

AIat Eksplorasi Geofisika Ouerhnul >Oo/o s.d. 25o/o 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 5
>75% s.d.1O0% 5

AIat Pengeboran :

Alat Pengeboran Mesin Ouertaul >Oo/o s.d. 25Vo 2
>25% s.d 50% 4
>5O%o s.d 7 5/o 6

>7 5o/o s.d.lOOo/o 7

Alat Pengeboran Non
Mesin

Renovasi >Ooh s.d. 25/;o o

>25%o s.d. 5Oo/o 1

>5Oo/o s.d 7 Sok 1

>75% s.d.100% 2

Alat Produksi
Pengolahan dan
Pemurnian:
Sumur Renovasi o

>25Vo s.d 5O%o 1

>50% s.d 75% i
>75olo s.d.100o/o 2

Produksi Renovasi >OYo s.d. 25o/o 0
>257. s.d 5O%. 1

I

>Ooh s.d. 25o/o
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URAIAN JENIS

Prosentase
Renovasl/Rest
orasl/ Overhaul

dari Ntlat
Perolehan

(Dlluar
Penyusutanl

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)

>5O%o s.d, 7 SVo 1

2

Pengolahan dan
Pemurnian

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/"

>25o/o s.d 5O%" c
>50% s.d 75% 7

>75% s.d.1O0% 8

AIat Bantu Explorasl :

Alat Bantu Explorasi Ouerhnul >Oo/o s.d. 25o/o 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6

>7 Soh s.d.7OOo/o 7

Alat Bantu Produksi Ouerhnul >Oo/o s.d. 25o/o 2
>25o/o s.d 5Oo/o 4
>50% s.d 75%

>7 5o/o s.d.IOOok 7
Alat keselamatan Kerja

Alat Deteksi Ouerhoul >Ooh s.d. 25oh 1

>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% )

>7 Sok s.d.lOOok

Alat Pelindung Renovasi >Oo/o s.d. 25o/o o
>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 2

Alat Sar Renovasi >Ooh s.d. 25o/o o
>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 2

Alat Keria Penerbang Ouerhaul 2
>25% s.d 50%
>5O% s.d 75% 4
>75% s.d. 100% 6

Alat Peraga :

Alat Peraga Pelatihan Ouerhnul >Oo/o s.d. 25o/o 2

I

I

>75% s.d.100%

6

>Oo/o s.d. 25o/o
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URAIAN JENIS

Prosentase
Reaovael/Rest
orasi/Overhaul

dart Ntlat
Perolehan

(Diluar
Penlrusutanl

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)

dan Percontohan
>25o/o s.d 5Oo/o 4
>50% s.d 75% 5

>75% s.d. 100%

Peralatan Proses /
Produksl :
Unit Peralatan Proses /
Produksi

OuerLwul >Oo/" s.d. 25o/" 2

>25o/o s.d 5Oo/o

>5Oo/o s.d 7 5o/o 4
>75% s.d.100% 4

Rambu-rambu:
Rambu-rambu Lalu
lintas Darat

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 1

>25% s.d 50% 2
>5O% s.d 75% a

>75% s.d. 100% 4

Rambu-rambu Lalu
lintas Udara

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25o/o 1

>25o/o s.d 5Oo/o 2
>50% s.d 75% 2

>75% s.d. lOO% 4

Rambu-rambu Lalu
lintas Laut

Ouerhaul >Oo/o s.d. 25oh 1

>25o/o s.d 5Oo/o 1

>50% s.d 75% 2
>7 5o/o s.d.lOo%o 2

Peralatan Olah Raga :

Peralatan Olah Raga Renovasi >Oo/o s.d. 25o/o 1

>25% s.d 50% 1

>SOoh s.d 7 5o/o 2
>75% s.d.100% 2

Bangunan Gedung :

Bangunan Gedung
Tempat Keria

Renovasi >Ao/o s.d. 25o/o 5

>25oh s.d 5Oo/o 10
>50% s.d 75% 15

>75% s.d.1O0% 50

Bangunan Gedung
Tempat Tinggal

Renovasi >O% s.d. 3O% J
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URAIAN

Prosentase
Renovasi/Rest
orasl/Overhaul

dart IYtlai
Perolehan

lDiluar
Penyusutanl

Penambah
an Masa
Manf,aat
(Tahun)

>3OYo s.d 45o/o 10
>45oh s.d 65oh 15

Monumen:
Candi/ Tugu Peringatan
/ Prasasti

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>3O% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15

Bangunan Menana :

Bangunan Menara
Perambuan

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45%
>45%o s.d 650/o 15

Tugu Tittk lt.ontr.ol I
Pasti :

Tuzu / Tanda batas Renovasi 5
>30% s.d 45% 10
>45%o s.d 650/o 15

Jalan dan Jembatan :

Jalan Renovasi >0% s.d. 30%
>30% s.d 60% 5

>60% s.d 100% 10

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% 10
>45%o s.d 650/o

Banguaan Alr :

Bangunan Air Irigasi Renovasi >O% s.d. 5% 2
>5olo s.d 1O7o 5

>lOo/o s.d, 2O%o 10

Bangunan Pengairan
Pasang Surut

Renovasi >0% s.d. 5% 2

>5% s.d 10% 5
10

Bangunan
Pengembangan Rawa
dan Polder

Renovasi >0% s.d. 5% i

>5% s.d 10% !)

> lOo/o s.d 2Ooh 5

Bangunan Pengaman Renovasi >O7o s.d. 5%o 1

JENIS

I

10

>07o s.d. 3O7o

)

5

15

I

I

I , tOYo s.d 2Oo/o

I

I
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URAIAN JENIS

Proseatase
Renorrasi/Rest
orasi/Overhaul

dart Ntlat
Perolehan

(Diluar
PenyusutanI

Sungai/Pantai &
Penanggulangan
Bencana alam

>5% s.d 10% 2
> lOo/o s.d 2OV:o 3

Bangunan
Pengembangan Sumber
air dan Tanah

Renovasi >0% s.d. 5% 1

>5%o s.d 1O7o
>7Oo/o s.d 2Oo/o 3

Bangunan Air Bersih/Air
Baku

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45% 10
>45o/o s.d 65%o 15

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45oh s.d 650/o

Instalaei :

Instalasi Air Bersih/Air
baku

Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30% s.d 45% 7
>45%o s.d 65ok 10

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30%
>30% s.d 45% 7
>45o/o s.d 650/o 10

Instalasi Pengelolahan
Sampah

Renovasi >0% s.d. 30% I

>30% s.d 45% 3
>45oh s.d 65oh 5

Instalasi Pengolahan
Bahan Bangunan

Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 3
>45o/o s.d 650/o 5

Instalasi Pembangkit
Listrik

Renovasi >07o s.d. 307o 5

10
>45oh s.d 650/o 15

Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5

I

Penambah
an Masa
Manfaat
(Tahun)

2

15

2

>3Oo/o s.d 45oh
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URAIAN JENIS

Prosentase
Renovasl/Rest
orasi/Overhaul

dari Nilai
Perolehan

(Diluar
Penyusutanl

Penambah
an Masa
Manfaat
lTahunl

>3OYo s.d 45o/o 10
>45o/o s.d 65oh 15

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1

>3Oo/o s.d 45%o 3
>45o/o s.d 65Yo 5

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30%
>3OYo s.d 45o/o 10
>45% s.d 65% 15

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1

>3Ook s.d 45o/o 1

>45ok s.d 65oh a

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1

>30% s.d 45% 1

>45% s.d 65% 3
Jaringan :

Jaringal air Minum Ouerhaul >0% s.d. 30% 2
>3Oo/o s.d 45%o 7
>45oh s.d 650/o

Jaringan Listrik Ouerhcul >O7o s.d. 3O7. 5
>3Oo/o s.d 45oh 10
>45o/o s.d 65ok 15

Jaringan Telepon Ouerhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 5

10

Jaringan Gas Ouerhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65%

ASET TETAP DALAM
RENOVASI:
Peralatan dan Mesin
dalam renovasi

Ouertnul >0% s.d. 100% 2

Gedung dan bangunan
dalam Renovasi

Renovasi >0% s.d. 30% 5

>3Oo/o s.d 45o/o 10
15

Jaringan Irigasi dan
Jaringan dalam Renovasi

Renovasi
/Overhaul

>O7o s.d. 1OO7o 5

I

5

10

>45o/o s.d 650/o

10

>45% s.d 65%
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(14) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak

diperkenankan karena penilaial aset berdasarkan biaya

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan

mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan

didalam penyajian aset tetap serta pengaruh

penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan

suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

(15) Pelepasan atau penghential aset tetap dilakukan

dengan mengeliminasi aset tetap dengan akumulasi

penyusutannya dan diungkapkan dalam CaLK.

d) Penyajian dan Pengungkapan

(1) menyajikan dalam Neraca dan dijelaskan dalam CaLK.

(2) mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap

sebagai berikut:

(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukal

nilai tercatat;

(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir

periode yang menunjukkan

penambahan/pelepasan/akumulasi penyusutan dan

perubahan nilai/mutasi aset tetap lainnya.

(c) Informasi pen1rusutan meliputi nilai penlrrsutan,

metode penJrusutan, masa manfaat atau tarif
pen].usutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi

penyusutan pada awal dan akhir periode.

(3) Hal-ha1 yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan

aset tetap adalah sebagai berikut:

(a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan

operasional yalg tidak memenuhi definisi aset tetap

harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan

nilai tercatatnya.

(b)Aset tetap yang belum selesai pengerjaannya sampai

dapat digunakan harus digolongkan dan dilaporkan
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sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan

aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang memperpanjang masa manfaat atau yang

kemungkinal besar memberi manfaat ekonomi di

masa yang akan datang harus ditambahkan pada

nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(d)Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

(e) Penghentian atau pelepasan aset tetap harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif

harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan

nilai tercatatnya.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

(1) Pengakuan

(a) kriteria:

i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa

yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut

akan diperoleh; dan

ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara

andal; dan

iii. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

(b) Dalam hal Konstruksi Dalam Pengerjaan telah selesai

dibangun dan sudatr diserahterimakan akan

direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis

asetnya.

(2) Pengukuran

(a) dicatat sebesar biaya perolehan.

(b) nilai konstruksi yang dikerjakan secara swa-kelola

antara lain:

i. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konstruksi antara lain biaya peke{a lapangan

termasuk penyelia, biaya bahal, biaya pemindahan

sarana, peralatan, bahan, biaya sewa sarana dan

prasarana, dan/ atau biaya rancangan dan bantuan

teknis.
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ii. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan

dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut a-ntara

lain asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis,

biaya lain untuk kegiatan konstmksi.

iii. biaya lain yang secara khusus dibayarkan

sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

(3) Pengungkapan

(a) Rincian kontrak, tingkat penyelesaian, dan jangka

waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak dan sumber pembiayaannya;

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkar;

(d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

(e) Retensi.

3) Dana Cadangan

a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur

melalui peraturan daerah.

b) Pengakuan pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas

ke dana cadangan.

c) Pengukuran:

(l) Pembentukan yakni sebesar nilai nominal dari kas yang

diklasifikasikan ke dana cadangan.

(2) Pencairan yakni sebesar nilai dana cadangan yang

dikurangi dalam rangka pencairan.

(3) Hasil pengelolaan Dana Cadangan merupalan penambah

Dana Cadangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

(1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar

serta diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya

meliputi:

(a) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana

cadangan.

(b) Tujuan pembentukan.

(c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan.

(d) Besaran dan rincian dana cadangan.

(e) Sumber dana cadangan.
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(f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana

cadangan.

(2) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai

pendapatan dan ditambahkan dalam Dana Cadangan

serta diungkapkan dalam dalam Ca-LK.

4) Aset Lainnya

a) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur aset lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Pengakuan

(1) saat diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaalnya berpindah.

(2) Tagihan jangka panjang

(a) Tagihan penjualan angsuran

saat transaksi te{adi berdasarkan dokumen sumber

Memo Penyesuaian yang dibuat berdasarkal informasi

dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang

te{adinya transaksi, akta penjualan lelang/risalah

lelang, akta jual/beli, dan dokumen lain yang

dipersamakan.

(b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak atau diterbitkan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi

perjanjian kerjasama/kemitraan dan dengan

perubahan klasifikasi aset dari aset tetap ke aset lain

untuk selanjutnya dilakukan penyerahan dalam

rangka pemanfaatan sebagai aset

kerjasama/ kemitraan.

(b) Aset Kedasama/Kemitraan dalam rangka BSG/BGS,

diakui pada saat pengadaan/pembangunan telah

selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/ dioperasikan. Dalam hal BSG, harus

diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga
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sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah

diserahkal pada saat proses pembangunan selesai.

Setelah masa perj anjian kerjasama berakhir, aset

ke{asama/kemitraan harus diaudit oleh aparat

pengawas sebelum diserahkan kepada Pengelola

Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan

dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian

dituangkan dalam BAST.

(c) Dalam hal masa pemanfaatan berakhir, aset hasil

kerjasama/kemitraan ditetapkan status

penggunaannya oleh Pengelola Barang yang

selanjutnya mengubah status Aset Lainnya menjadi

Aset Tetap.

(4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi

di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang

diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan

mengalir kepada/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi

Papua Tengah; dan

(5) Aset Lainlain diakui pada saat penghentian penggunaan

aset tetap dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c) Pengukuran

(1) Diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai

wajar pada saat perolehan.

(2) Tagihan jangka panjang

(a) Tagihan Penjualan Angsuran diukur berdasarkan nilai

nominal dari Memo Penyesuaian yang dibuat

berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran

atau BUD tentang terjadinya transaksi, akta

penjualan lelang/risalah lelang, akta jual/beli, dan

dokumen lain yang dipersamakan.

(b)Tuntutan Ganti Rugr diukur berdasarkan nilai

nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugial (SKP2K).

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua

Tengah untuk diusahakan dalam perjanjian
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kerjasama/kemitraan diukur sebesar nilai bersih

yang tercatat pada saat perjanjia-n atau nilai wajar

pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau

paling berdaya uji.

(b) Dana yang ditanamkan da,lam Kerjasama/Kemitraal

dicatat sebagai penyertaan Ke{asama/Kemitraan

yang dicatat sebagai kewajiban.

(c) Setelah berakhirnya pe{ anjian dan telah ditetapkan

status penggunaannya, aset dicatat sebesar nilai

bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada

saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling

objektif atau paling berdaya uji.

(4) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan.

Dalam hal biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri

dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(a) Harga perolehan atas pembelian terdiri dari:

i. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-

pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga

dan rabat;

ii. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung sampai aset tidak berwujud dapat

digunakan.

(b) Harga perolehan atas perolehan secara internal:

i. Aset Tidak Berwujud dari kegiatan

pengembangan yang memenuhi syarat

pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang

meliputi biaya yang dikeluarkal sejak memenuhi

kriteria pengakuan.

ii. Pengeluaran yang awalnya telah diakui oleh

Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai beban

tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga

perolehan Aset Tidak Berw,ujud di kemudian

hari.

iii. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan sofitaare komputer, maka



-7 t-

pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah

pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(5) Aset Lain-lain diukur sebesar aset tetap yang

dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif

dan direklasifftasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai

tercatatnya. Metode Penyusutan mengikuti kebijakan

penyusutan aset tetap. Dalam hal penghapusan aset,

proses dilakukan paling lama 12 bulan sejak

direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut

ketentuan perundang-undangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

(1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar

dan diungkapkan dalam CaLK.

(2) Pengungkapan terhadap aset tidak berwujud antara lain

masa manfaat, nilai tercatat bruto, nilai sisa,

penambahan/penurunan nilai tercatat pada awal dan

akhir periode, serta penghentian dan pelepasan.

(3) Pengungkapal terhadap aset lain-lain antara lain faktor

penyebab penghentian penggunaan, klasifikasi aset tetap

yang dihentikan penggunaannya, dal informasi lainnya

yang releval.

5) Perjanjian Konsesi Jasa

a) Perjanjian konsesi
antara pemerintah
mitra, dimana:

jasa merupakan pe{anjian mengikat
daerah sebagai pemberi konsesi dan

(1) Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk
menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi
selama jangka waktu tertentu; dan

(2) Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa
pelayanan publik selama masa perjanjian

b) Aset Konsesi Jasa

(1) Aset konsesi jasa merupakan aset yarrg digunalan untuk
menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi
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dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud
merupakan aset yang:

(a) Disediakan oleh mitra yang:

i. Dibangu.n, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak
lain; atau

Merupakan aset yang dimiliki; atau11

(b) Disediakan oleh pemberi konsesi yang:

Merupakan aset yang dimiliki; atau

ii. Merupakan peningkatan aset.

(2) Pengakuan

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh
mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang
dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

(a) Pemberi konsesi rnengendalikan atau mengatur jenis
jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada
siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan
tarifnya; dan

(b) Pemberi konsesi mengendalikan $aitu melalui
kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap
kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa
konsesi.

(3) Pengukuran

(a) Aset yang disediakan oleh mitra atau peningkatan aset
sebesar nilai wajar

(b) Aset yang dimiliki sebesar nilai buku (reklasifikasi aset
tetap).

c) Kewajiban atas aset konsesi jasa

(1) Pengakuan

(a) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi
jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban.
Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset
konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya,
kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang
disediakan oleh mitra.

(b) Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar
nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu
sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan
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yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah
kepada mitra, atau sebaliknya.

(2) Pengukuran

(1) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa,
pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada
mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau
skema kombinasi dari:

(a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban
keuangan

(b) Pemberian hak usaha kepada mitra

(2) Skema kewajiban keuangan

(a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban;

(b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

(c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa peiayanan
publik oleh mitra.

(3) Skema Pemberian hak usaha kepada mitra diukur
sebagai pendapatan dan pengurang kewajiban.

(4) Membagi Perjanjian

Apabila dalam pe{anjian konsesi jasa mengatur
bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya
pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset
konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban
keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak
usaha kepada mitra, maka jumlah keseluruhan
pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan
secara terpisah untuk masing-masing skema. Pemberi
konsesi mencatat masing-masing bagran kewajiban
berdasarkan masing-masing skema.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dilakukan pada laporan keuangan
pengungkapan pada CaLK antara lain:

dan

(1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang
dipersamakan

(2) Ketentuan yang signilikan dalam perjanjian konsesi jasa
yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode
waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya
masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarit dan
dasar penentuan ulang harga/ tarif atau negosiasi ulang).
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(3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau
nilai) dari:

(a) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

(b) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa
publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian
konsesi jasa;

(d) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir
masa perjanjian konsesi jasa;

(e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan
penghentian operasi konsesi jasa;

dan

(f) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya
perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa
(overhaul);

(g) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra
terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset
konsesi jasa guna memperoleh pendapatan;

(4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang teq'adi
pada periode laporan keuangan tahun be{alan.

6) Properti Investasi

a) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya, dan tidak untuk:

(1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan
oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

(2) dUual dan/ atau dtserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

b) Pengakuan

(1) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
(a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang

al<an mengalir ke entitas di masa yang akan datang
dari aset properti investasi; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi
dapat diukur dengan anda-I.

(2) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari
pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar
nilai wajar pada tanggal perolehan.

(c) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada
tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik
pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset
konsesi jasa;
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(3) Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan
terhadap semua biaya properti investasi pada saat
terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang
dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan
biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang
digunakan untuk penambahan, penggantian, atau
perbaikan properti investasi.

c) Pengukuran saat pengakuan awal

(1) Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan.

(2) Dalam hal properti investasi diperoleh dari transaksi non
pertukan, pengakuan menggunakan nilai wajar.

(3) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas:

(a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan
untuk membawa properti investasi ke kondisi siap
digunakan);

(b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti
investasi mencapai tingkat penggunaan yang
direncanakan; atau

(c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber
daya lain yang terjadi selama masa pembangunan
atau pengembangan properti investasi

d) Pengukuran setelah pengakuan awal

( 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu
sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penJrusutan.

(2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan
metode garis lurus.

(4) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional.

(5) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap,
hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui
dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan
jika telah direvaluasi seluruhnya.

(3) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada
umumnya tidak diperkenankan karena Standar
Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
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e) Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan
hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang
ditunjukkan dengan:

(l) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

(2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk
dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi
persediaan;

(3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas
dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan
tetap menjadiproperti investasi;

akuntansi
dari aset

f) Pelepasan

(1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak
digunakan lagi secara pernanen dan tidak memiliki
manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan
pada saat pelepasannya.

(2) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian
atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto
dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui
dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya
penghentian atau pelepasaa tersebut.

(3) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan
dengan penurunzrn nilai, kehilangan, atau pengembalial
properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika
kompensasi diakui sebagai piutang.

Properti Investasi disajikan dalam klasifikasi aset non
lancar.

h) Pengungkapan

Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
nilai tercatat;

(21 metode penJ^rsutan yang digunakan;

(3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari
persediaan menj adi proper-ti investasi.

g) Penyajian
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(4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada
awal dan akhir periode;

(5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada
awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

(a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk
penambahan yang dihasilkan dari penggabungan
dan penambahan pengeluaran setelahperolehan
yang diakui sebagai aset;

(b) penambahan yang dihasilkan melalui
penggabungan;

(c) pelepasan;

(d) penyusutan;

(e) afih guna ke dan dari persediaan dan properti yang
digunakan sendiri; dan

(f) perubahan lain.

(6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti
investasi, nilai wajar dari properti investasi yang
menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

(a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

(b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti
investasi;

(c) tanggal efektif penilaian kembali;

(d) nilai tercatat sebelum revaluasi;

(e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

(f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

(71 apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas
perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti
investasi;

(8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit
dilakukan, kriteria yang digunakan untuk
membedakan properti investasi dengan properti yang
digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki
untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

(9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam
menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan
revaluasi dari properti investasi;
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(10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan
menggunakan penilai independen, sejauhmana
kualiftkasi profesional yang relevan serta pengalaman
mutakhir di lokasi dari penilai;

(11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defrsit untuk:

(a) penghasilan sewa
investasi;

menyewa biasa dari properti

(b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi
yang menghasilkan penghasilan rental selama
periode tersebut;

(c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi
yang tidak menghasilkan pendapatan sewa
menyewa biasa selama periode tersebut.

kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun
atau mengembangkan properti investasi atau untuk
perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah
lain.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a. Pendahuluan

1) Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi kewajibal meliputi saat

pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya

pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

a) Kewajiban jangka pendek;

b) Kewajiban jangka panjang;

b. Kewajiban Jangka Pendek

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka pendek

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefrkasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunal dan Keuangan Daerah.

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Potongan PFK diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq.

pendapatan pajak, Pf Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan

lt2l

(13)
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PT Askes, BPJS, dll) sejumlah yang s€rma dengan jumlah

yang dipungut/dipotong.

b) Pengakuan pada saat dilakukan pemotongan oleh

BUD/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu atas pengeluaran dari kas untuk pembayaran

tertentu seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

dan belanja modal atau pada saat SP2D terbit untuk
dokumen LS atau LPJ yang sudah disahkan oleh BUD untuk
dokumen GU/TU.

c) Pengukuran adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah

dipotong namun belum disetorkan kepada pihak lain yang

berkepentingan.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek pada pos

neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

2) Utang Bunga

e) Pengakuan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan.

f) Pengukuran adalah sebesar kewajiban bunga atau

commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar.

Besaran kewajiban tersebut pada naskah pe{anjian

pinjaman yang telah disepakati oleh para pihak.

g) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

3) Utang Pinjaman Jangka Pendek

i) Pengakuan pada saat terdapat penerimaan kas atau sesuai

dengal naskah perjanjian yang disepakati para pihak.

j) Pengukuran adalah sebesar penerimaan kas sesuai dengan

naskah perjanjian yalg disepakati para pihak.

k) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Pengakuan pada saat reklasifikasi pinjaman jangka parrjang

yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.

b) Pengukuran adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

fleraca dan pengungkapan da-lam CaLK terhadap masing-
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masing rincian serta pemberi pinjaman.

5) Pendapatan Diterima Dimuka

a) Pengakuan pada saat terdapat klaim pihak ketiga terkait kas

yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada

penyerahan barang/jasa.

b) Pengukuran adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum

diserahkan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal

neraca.

c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

6) Utang Belanja

a) Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:

(1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai

dengal tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

(2) Pihak ketiga melalsanakan praktik menyediakan barang

atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang.

(3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan yang

telah diselesaikan sebagaimana dituangkal dalam berita

acara kemajuan pekerjaan/ serah terirna, tetapi sampai

dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai

dengan pe{anjian tetapi sampai dengan tanggal

pelaporan belum dibayar.

b) Pengakuan

(1) Saat beban berdasarkan peraturan perundang-undangan

sudah te{adi tetapi sampai dengal tanggal pelaporan

belum dibayar.

(2) Saat terdapat klaim pihak ketiga yang biasanya

dinyatakan dalam bentuk surat penagi.l.an ata:u inuoice

atau kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan,

terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan

pembayarannya.

(3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar

atau pada saat barang sudah diserahkan kepada

perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi
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sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c) Pengukuran adalah sebesar nominal yang belum dibayar

sesuai bukti dan/ atau perjanjian atau perikatan sampai

dengan tanggal neraca.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya

a) Kewajiban jangka pendek lainnya yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek.

b) Pengakuan pada saat terdapat/ timbul klaim atas kelebihan

pembayaran dan belum ada pembayaran/pengakuan sampai

dengan tanggal pelaporan.

c) Pengukuran adalah sebesai kewajiban yang belum

dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam

neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Kewajiban Jangka Panjang

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur kewajiban jangka panjang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah.

1) Pengakuan

a) Sepaljang tidak diatur secara khusus dalam pefanjian

pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima

di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi,

bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang

obligasi tersebut, atau sejak targgal pembayaran bunga

terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

2) Pengukuran

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian
merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yalg
disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum
tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga
jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam
negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh
penerima pinjaman.
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b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok
pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah
yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total
penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai
nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang
disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi
tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat
utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan
dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

3) Penyajian dalam kelompok kewajiban jangka panjang dan
diungkapkan di CaLK berdasarkan nominal dan pemberi
pinjaman.

4) Berdasarkan Pasal 7 ayat t huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman
dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman,
pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Pinjaman
Luar Negeri melalui penerlrsan pinjaman.

a) Pengakuan pada saat dana pinjaman diterima dan/atau
pada saat kewajiban timbul.

b) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal. Dalam hal
menggunakan mata uang asing, dicatat menggunakan kurs
tengah bank sentral saat teiadi transaksi.

c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka panjang dalam
neraca sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat yakni nilai buku
utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi
atau ditambah diskonto atau premium yang belum
diamortisasi.

d) Pengungkapan dalam CaLK antara lain berupa rincian
masing-masing jenis utang, jatuh tempo, tingkat bunga,
amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam
valuta asing yang te{adi antara kurs transaksi dan kurs
tanggal Neraca.

4. KEBIJAKANAKUNTANSI EKUITAS

a. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas untuk mengatur perlakuan

akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

b. Ekuitas

1) Klasi{ikasi, kodefikasi, dan nomenklatur ekuitas sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi,

kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

2) Saldo ekuitas akhir merupakan akumulasi dari Ekuitas awal,

Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan dan Lain-lain.

3) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam

rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan

Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan,

Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi

Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL,

Surplus/Defisit-LRA.

4) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

a) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digrnakan untuk mencatat

reciprocal accoznt untuk kepentingan konsolidasi.

b) Digunakan untuk transaksi timbal balik dan akan

tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan

c) Pengakuan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan

transaksi dengan entitas pelaporan.

d) Pengukuran berdasarkan nilai transaksi yang te{adi.

e) Pengungkapan pada Neraca dalam klasilikasi Ekuitas.

5) Ekuitas diakui pada saat pelaporan keuangan melalui

perhitungan perubahan ekuitas.

6) Ekuitas diukur berdasarkan perhitungan perubahan ekuitas dan

selisih realisasi jumlah aset dan realisasi jumlah kewajiban.

7) Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam

CaLK.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN.LRA

a. Pendahuluan

1) Tujuan

Menetapkal dasar penyajian anggaran dan realisasi pendapatan

dalam rangka akuntabilitas yang dapat menunjukan tingkat

tercapainya target yang telah disepakati.

2) Ruang Lingkup

a) Pendapatan Asli Daerah
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b) Pendapatan Transfer

c) Lain-Lain Pendapatal Daerah yang Sah

b. Pendapatan Asli Daerah

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan asli daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan

a) Pajak Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh

bendahara penerimaan atau BUD.

b) Retribusi Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh

bendahara penerimaan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada

saat kas telah diterima oleh BUD.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada saat kas

telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.

3) Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai yang diterima dan

dicantumkan dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda

Setoran.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan riacian serta

penjelasannya dalam CaLK.

5) Hal-haf khusus:

a) Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan pajak daerah:

(3) sampai dengan Rp10O.0O0,- diakui sebagai sumbangan

pihak ketiga;

(a) lebih dari Rp1O0.000,-:

(a) dilakukan pengembalian kepada wajib setor dalam hal

pendapatan paj ak daerah yang sifatnya tidak

berulang;

(b) diperhitungkan dalam pembayaran pajak daerah

berikutnya dalam hal pendapatan pajak daerah yang

sifatnya berulang.

b) Terhadap kelebihan penerimaan pendapatan retribusi

daerah:

(1) Diakui sebagai sumbangan pihak ketiga dalam hal

pendapatan retribusi daerah yang sifatnya tidak

berulang;
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(2) Diperhitungkan dalam pembayaran retribusi daerah

berikutnya dalam hal pendapatan retribusi daerah yang

sifatnya berulang.

c. Pendapatan Transfer

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan transfer

sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan

mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daeralr.

2) Pengakuan pada saat terdapat penerimaan pendapatan transfer

berdasarkan dokumen Nota Kredit dari bank yang ditunjuk

sebagai penerima pendapatan transfer.

3) Pengukuran adalah sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana

yang diterima.

4) Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan

rincian serta dijelaskan dalam CaLK.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur lain-lain pendapatan

daerah yang sah sesuai dengan ketentual peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut

oleh bendahara penerimaan atau BUD.

3) Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai kas yang diterima atas

pendapatan tersebut.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta

penjelasannya dalam CaLK.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a. Pendahuluan

1) Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam

penyusunan Laporan Keuangan.

2) Ruang Lingkup

a) Belanja Operasi
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b) Belanja Modal

c) Belanja Tidak Terduga

d) Belanja Transfer

b. Belanja Operasi

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja operasi sesuai

dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan

a) saat te{adinya pengeluaran kas; atau

b) saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan

dana.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas

bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK altara lain

rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, kejadian

luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.

Belanja Modal

1) Klasifrkasi, kodefrkasi, dan nomenklatur belanja modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundalg-undalgan mengenai

Klasilikasi, kodelikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan

a) saat terjadinya pengeluaran kas; atau

b) saat disahkannya laporan pertanggungiawaban penggunaan

dana.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas

bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain

rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, referensi

silang terhadap belanja modal dan aset tetap, kejadian luar biasa,

dan informasi yang dianggap perlu.

C
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d. Belanja Tidak Terduga

1) Klasifftasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja tidak terduga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan

mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah,

2) Pengakuan pada saat te{adinya pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas

bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain

rincian dan penjelasan, kejadian luar biasa, dan informasi yang

dianggap perlu.

e. Belanja Transfer

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja transfer sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas

bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain

rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, dan

informasi yang dianggap perlu.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a. Pendahuluan

1) Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi

lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Ruanglingkup
a) Penerimaan Pembiayaan

b) Pengeluaran Pembiayaan

b. Penerimaan Pembiayaan

1) Klasilikasi, kodefikasi, dan nomenklatur penerimaan

pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan pada saat diterima pada RKUD.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan

penerimaan bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta

penjelasannya dalam CaLK.

Pengeluaran Pembiayaan

1) Klasilikasi, kodefrkasi, dan nomenklatur pengeluaran

pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakual pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan

penerimaan bruto.

4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta

penjelasannya dalam CaLK.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN_LO

a. Pendahuluan

Tujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan
dalam Laporan Operasional dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan-LO

1) Klasifrkasi, kodefrkasi, dan nomenklatur pendapatan-LO sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan-LO
(earn-edl atau pendapatan asli daerah direalisasi yaitu aliran
masuk sumber daya ekonomi (realizedl. Pengakuan dilakukan
bersamaan dengan penerimaan kas periode berjalan dengan
alasal:

a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifrkan antara
penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak
diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
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d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement

tanpa ada dokumen penetapan.

e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule
piutang) harus memadai terkait dengan penyesuaian di awal
dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak
memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak
bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko
pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir
tahun.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal dengan berdasarkan
azas bruto.

4) Penyajian dilakukan dalam Laporan Operasional dan rincian
dijelaskan pada CaLK

5) Pengungkapan dalam CaLK antara lain:

a) Kebijakan;

b) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

c) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun

pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat

khusus;

d) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah; dan

e) informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

a. Pendahuluan

Tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya

dalam penyusunan Laporan Keuangan.

b. Beban

1) Pengakual pada:

a) Saat timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak
lain tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Saat terjadinya konsumsi aset;

Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain

yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi

aset non kas dalam kegiatan operasional.
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c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban diakui pada saat penurunal nilai aset sehubungan

dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu.

Dalam hal beban dikaitkan dengan pengeluaran kas maka

pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran

terjadi perbedaan waktu antara pengakuan bebal dan

pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan

lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakual beban

dapat dilakukan pada saat terbit dokumen

penetapan / pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum

dikeluarkan.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan

beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dan pada

saat diterbitkannya SP2D kecuali belanja modal.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas

dilakukan apabila dalam ha1 proses transaksi pengeluaran

daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas

daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban

dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban

dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan

atau diserahkan walaupun kas sudah dikeluarkal.

Pada saat penJrusunan laporan keuangan harus dilakukan

penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai

berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada

31 Desember belum dibayar.

b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban

atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti
penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima

ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

c) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban
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bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat

jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang

sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang

diterbitkan.

e) Beban Penyusutan diakui saat akhir tahun/periode akuntansi

berdasarkan metode penyusutan yang sudah ditetapkan

dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban daiam

hal pada akhir periode akuntalsi terdapat alokasi dana yang

harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah

diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut

dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui

dengan kondisi tertentu diakui sebelum pengeluaran kas.

2) Pengukuran sesuai dengan:

a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas
kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal
transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga
perolehannya.

3) Penyajian dalam Laporan Operasional dan rincian dijelaskan
pada CaLK.

4) Hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain terhadap:

a) Pengeluaran beban tahun berkenaan.

b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai

penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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10. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupalan peristiwa, baik yang

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang te{adi
di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit.

Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal
pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan)

2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah
tanggal pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

b. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal
pelaporan (penyesuaian setelah tanggal pelaporan)

1) Terhadap hal ini dilakukan penyesuaian laporan keuangan;

2) Contoh:

a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final
dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal
pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki
kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan
nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan
pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

b) Adanya penurnnan nilai piutang pada tanggal pelaporan,
misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak
untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor
yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang
mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih,
sehingga perlu disesuaikan.

c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi
yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode
pelaporan setelah tanggal pelaporan.

d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang
mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.

f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan
keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui
pemerintah.

Peristiwa yang mengindikasikan timbukrya kondisi setelah tanggal
pelaporan (nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan)

c
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1) Terhadap hal ini tidak dilakukan penyesuaian laporan
keuangan;

2) Contoh:

a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan
menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan
menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan
tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan
nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada
tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan
keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.

b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

d. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran peristiwa setelah tanggal pelaporan
berdasarkan:

1) peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang
kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan

2) bulrti yang cuhrp memadai dapat diperoleh atau dapat
dipenuhi.

ll.KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,

OPERASI YANG DIHENTIKAN, DAN PERISTTWA LUAR BIASA

a. Pendahuluan

1) Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan,

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,

operasi yang dihentikan, dan peristiwa luar biasa.

2) Ruanglingkup

a) Koreksi Kesalahan

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

c) Perubahan Estimasi Akuntansi

d) Operasi yang Dihentikan

e) Peristiwa Luar Biasa



-94-

b. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada

periode berjalan. Penyebab kesalahan antara lain

a) keterlambatan penyampaian bukti transaksi;

b) kesalahan perhitungan matematis;

c) kesalahan dalam penerapan kebij akan akuntansi;

d) kesalahan interpretasi fakta;

e) kecurangan; dan/ atau

f) kelalaian.

2) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam

2 (dua) jenis:

a) kesalahan yang tidak berulang

(1) terjadi pada periode berjalan;

(2) te{adi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari
jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi

berulang. Contoh restitusi pajak.

3) Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit pada saat audit

laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau saat menyatakan

bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan

keuangan tersebut tidak diaudit. Laporan keuangan dianggap

sudah terbit apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah

dan dituangkan dalam Laporan Keuangan Audited.

4) Setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

be{alan baik mempengaruhi kas atau tidak, dilakukan

pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode

be{alan.

6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta laporan

keualgan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun yang bersangkutan.

7) Koreksi kesalahan belanja yang tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan telah terbit.
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a) dalam hal kelebihan belanja menambah posisi kas dan

pendapatan dari pengembalian.

b) dalam hal kekurangan belanja menguralgi kas dan Saldo

Anggaran Lebih.

8) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengu.rangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh:

a) Kemahalan harga atas pengadaan aset tetap dan setelah

dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tetap tersebut

harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas

dan mengurangi aset tetap.

b) Pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi

dengan menambah aset tetap dan mengurangi saldo kas.

9) Koreksi kesalahal atas beban yang tidak berulang, yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan periode

tersebut sudah diterbitkan, mempengaruhi posisi kas dan tidak

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan

dengan:

a) Dalarn hal kelebiha-n beban melalui koreksi pada akun

pendapatan pendapatan dari pengembalian-LO

b) Dalam hal kekurangan beban melalui koreksi pada ekuitas.

Contoh

a) pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah

penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo

kas dan pendapatan dari pengembalian-LO.

b) transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan,

dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan kas.

10) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada kas dan Saldo Anggaran Lebih.
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Contoh

a) penyetoral bagran laba perusahaan yang belum masuk ke

kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dal
menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) pengembalian pendapatan karena kelebihan penyetoran dari

wajib setor dikoreksi dengan mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dan mengurangi saldo kas.

11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

berulang yang te{'adi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporal

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada kas dan ekuitas.

Contoh

a) penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke

kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan

menambah akun ekuitas.

b) pengembalian pendapatan karena kelebihan penyetoran dari

wajib setor dikoreksi dengan mengurangi ekuitas dan kas.

12) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan Saldo

Anggaran Lebih.

Contoh

a) Penerimaan pembiayaan berupa penerimaan cicilan pokok

atas pemberian pinjaman

(1) Kekurangan penerimaan dikoreksi dengan menambah

saldo kas dan Saldo Anggaran l,ebih.

(2)Kelebihan penerimaan sehingga terdapat pengembalian,

dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan Saldo

Anggaran Lebih.

b) Pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran angsur€rn

kewaj iban j angka panj ang

(1) Kelebihan pembayaran sehingga terdapat pengembalian,

dikoreksi dengan menambah kas dan Saldo Anggaran

Lebih.
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(2) Belum dilakukan pencatatan, dikoreksi dengan

mengurangi sa-ldo kas dan mengurangi akun Saldo

Anggaran Lebih.

13) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan

kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada kas dan kewajiban bersangkutan.

Contoh

penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan

pembayaran kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas

dan kewajiban terkait.

14) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi

kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode

tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos

neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh

Pembelian Peralatan dan Mesin yang dilaporkan sebagai Gedung

dan Bangunan, dikoreksi dengan menambah Peralatan dan

Mesin dan mengurangi Gedung dan Bangunan.

15) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengal periode-periode

yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus

Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

16) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan

Keuangan.

c. Perubahal Kebijakan Akuntansi

1) Dalam rangka pemenuhan karakteristik laporan keuangan

dapat dibandingkan, kebijakan akuntansi yang digunakan

diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2) Perubahan kebijakan akuntansi mencakup perubahan di dalam

perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai

akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria

kapitalisasi, metode, dan estimasi. Hal tersebut dapat

disebabkan karena merupakan amanat peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau dapat menghasilkan informasi
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d. Perubahan Estimasi Akuntansi

1) Dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang andal, estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain

dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi

lingkungan entitas yang berubah.

2) Estimasi digunakan antara lain untuk menentukan:

a) Persediaan usang;

b) Penyisihan piutang tidak tertagih;

c) Masa manfaat; dan

d) Pendapatan pajak.

3) Dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan

Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya

sesuai sifat perubahan.

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas

yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyqjian laporan

keuangan.

3) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup adopsi suatu

kebijakan akuntansi pada kejadian yang secara substansi

berbeda dari kejadian sebelumnya dan adopsi kebijakan

akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya

tidak ada atau yang tidak material.

4) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan

Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

5) Pengungk apan antala lain:

a) Sifat perubahan kebijalan akuntansi;

b) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan

informasi yang lebih relevan dan andal;

c) Nilai penyesuaian untuk tiap item laporan keuangan yang

terdampak;

d) Dalam ha1 perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan

PSAP yang baru, diungkapkan PSAP yang baru dan tanggal

efektif berlakunya.
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4) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang

akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan

alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

e. Operasi Yang Dihentikan

1) Operasi yang dihentikan antara lain:

a) Entitas pelaporan/akuntansi yang dihentikan operasinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek,

yalg signifikan mempengaruhi laporan keuangan.

2) Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus

diungkapkar pada CaJ.K.

3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu

segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan

Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada

Laporan Keuangan.

4) Pendapatal dan beban operasi yang dihentikan pada suatu

tahun be{alan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,

seolah-olah operasi itu berjalan sarnpai akhir tahun Laporan

Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana

penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau

sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan

lain-lain.

5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a) Penghentian suatu progrErm, kegiatan, proyek, segmen

secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh

demond (permintaan publik yang dilayani) yang terus

merosot, pergantian kebutuhan lain.

b) Fungsi tersebut tetap ada.

c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok

dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu

program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah,
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c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok

dihapus, selebihnya be{alan seperti biasa. Relokasi suatu

program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah,

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa

mengganggu operasi tersebut.

f. Peristiwa Luar Biasa

l)Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau

transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa dan berada

di luar kendali atau pengaruh entitas.

2)Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b) Tidak diharapkan te{adi dan tidak diharapkan terjadi

berulang;

c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran

atau posisi aset/ kewajiban.

3)Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa

luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.
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